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1Pendahuluan 

Reformasi sektor keamanan (RSK) merupakan kom -
ponen penting dari pembangunan perdamaian,
de mokratisasi dan pembangunan.  Sebagai salah satu
aparat utama keamanan negara, sektor keamanan
merupakan bidang fokus utama di dalam RSK.  Ke -
setaraan dan keanekaragaman gender di sektor
per  tahanan menciptakan kekuatan pertahanan yang
le bih represenatif dan non-diskriminatif dan mening -
kat kan efisiensi operasional sektor keamanan secara
u mum.

Tool (alat) ini bertujuan memberikan pemahaman
tentang hubungan antara gender dan struktur
pertahanan dan menyoroti beberapa langkah praktis
yang dapat diambil untuk mentransformasikan sektor
pertahanan menjadi penyedia layanan keamanan
yang demokratis dan representatif.  Tool (alat) ini harus
digunakan dengan dua tujuan yang harus diingat:
pertama, tidak ada satu proses yang dinamakan
‘reformasi pertahanan’ karena sifat dari reformasi ini di
setiap negara akan dipengaruhi oleh penggerak
perubahan yang ditentukan secara nasional,
lingkungan politik dalam negeri dan luar negeri serta
tujuan strategis negara tersebut.  Kedua, reformasi
pertahanan dalam suatu konteks dipengaruhi oleh
hubungan tertentu antara angkatan bersenjata,
masyarakat dan negara.

Tool (alat) ini dirancang untuk digunakan oleh para
praktisi dan pembuat kebijakan RSK.  Karena
reformasi pertahanan memerlukan kepemimpinan
politik, tool (alat) ini bertujuan memperkenalkan para
aktor politik dan aktor pelaksana pada kebutuhan akan
perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan
reformasi.  Karena itu, tool (alat) ini menangani baik
aspek teknis reformasi pertahanan, seperti
pelaksanaan pengkajian ulang pertahanan dan
kebijakan perekrutan, maupun kegiatan pada tingkat
yang lebih politis, seperti pengawasan sipil atas sektor
keamanan.  Pemilikan lokal proses RSK diakui dan
disokong secara luas dalam wacana internasional
dewasa ini.  Dengan demikian, para aktor nasional
yang terdapat di berbagai departemen pemerintahan,
komponen pertahanan, lembaga penelitian dan
masyarakat sipil adalah pembaca sasaran tool (alat)
ini.  Tool (alat) ini memberikan pemahaman yang
mendalam tentang proses-proses reformasi
pertahanan dan cara bagaimana para wanita dapat

dipadukan ke dalam struktur angkatan bersenjata dan
pertahanan.  Tool (alat) ini juga menyoroti bidang-
bidang untuk sokongan dan mobilisasi masyarakat
sipil dalam usaha menciptakan angkatan bersenjata
yang dikelola secara demokratis.

Tool ini terdiri dari:

n Pengenalan reformasi pertahanan

n Landasan pemikiran mengapa memadukan gender
memperkuat proses reformasi pertahanan

n Tindakan praktis untuk memadukan gender ke
dalam prakarsa reformasi pertahanan

n Peninjuan luas mengenai isu-isu gender dan
reformasi pertahanan tertentu dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi,
negara berkembang dan negara maju

n Usulan-usulan pokok

n Sumber daya tambahan

2Apa itu reformasi
Pertahanan? 

Dengan konsensus internasional yang semakin
meningkat tentang definisi keamanan nasional yang
lebih luas dan pemromosian paradigma baru tentang
keamanan, sektor keamanan digolongkan sebagai
bagian dari ‘keluarga besar keamanan’.1  Namun
demikian, untuk keperluan pembahasan tentang
reformasi pertahanan, sektor pertahanan terdiri dari
angkatan bersenjata (angkatan darat, angkatan laut,
angkatan udara; satuan paramiliter dan satuan ca -
dangan); intelijen pertahanan; kementerian perta hanan
dan unsur-unsur lembaga pemerintahan yang
bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemantauan
pasukan keamanan (seperti misalnya dewan keamanan
nasional dan auditor jenderal); parlemen; mekanisme
peradilan militer dan mekanisme pengelolaan sipil,
seperti ombudsman militer dan inspektur jenderal; dan
masyarakat sipil. Pasukan non-reguler juga sangat
penting di lingkungan pasca-konflik yang di dalamnya
mungkin ada kebutuhan untuk mendemobilisasikan
dan/atau memadukan kelompok-kelompok bersenjata
non-pemerintah. 

Reformasi pertahanan melibatkan transformasi sektor
pertahanan negara tertentu sehingga lembaga-
lembaga negara: berada di bawah kontrol sipil;
mematuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan

Untuk informasi lebih lanjut,
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tata kelola pemerintahan yang baik; mempertahankan
ukuran pasukan yang tepat; memiliki komposisi yang
representatif dalam hal gender, etnis dan faktor
lainnya; terlatih dan memiliki perlengkapan yang
sesuai dengan lingkungan strategisnya (yang mungkin
mencakup pengikut-sertaan dalam organisasi-
organisasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan
regional); dan mematuhi hukum internasional,
sehingga berperan dalam pencapaian tujuan per -
damaian dan keamanan nasional dan internasional.  

Karena itu, reformasi pertahanan memerlukan
pendekatan multi-aspek, yang berusaha menemukan
rancangan pasukan yang optimal dan efisiensi yang
lebih tinggi sambil juga mengembangkan dan
mempertahankan kekuatan pertahanan nasional yang
profesional, seimbang dan moderen, yang mewakili
semua kelompok masyarakat di suatu negara.
Selanjutnya, reformasi pertahanan harus mewujudkan
kebijakan pertahanan negara dan prinsip-prinsip
hubungan sipil-militer.  Dengan demikian, angkatan
bersenjata akan mendapat pengakuan nasional dan
internasional sebagai lembaga-lembaga yang
profesional dan andal.2

Menurut Komite Bantuan Pembangunan dari Orga ni -
sa si Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
(OECD-DAC), isu-isu utama reformasi pertahanan
adalah:3

n Pengembangan kontrol demokratis atas kebijakan
pertahanan dan angkatan bersenjata, termasuk
kerangka ketatanegaraan dan hukum serta penga -
wasan dan pengelolaan sipil.

n Penguatan proses pengkajian ulang ancaman
keamanan dan pengembangan kemampuan
menanggapinya.

n Penentuan peran-peran dan tanggung jawab
kepolisian yang jelas atas keamanan dalam negeri.

n Pemasukan pendekatan terpadu dalam penyu -
sunan kebijakan, pengeluaran militer, perencanaan
sumber daya manusia, dan pengelolaan aset militer.

n Pendorongan perdebatan dalam masyarakat  sipil
serta kesadaran dan keterlibatan warga negara
berkaitan dengan isu-isu reformasi pertahanan.

n Pemromosian reformasi pelatihan dan pengem -
bangan karir personil militer, dan peren canaan
untuk transisi karir dan pemukiman kembali bagi
mereka yang meninggalkan angkatan bersenjata.

n Pemromosian keseimbangan etnis dan sosial serta
kebijakan kesempatan yang sama di sektor perta -
hanan.

n Penguatan kesepakatan regional untuk kerja sama
militer, pembangunan kepercayaan, serta penga -
wasan dan perlucutan senjata.

Reformasi pertahanan di negara-negara yang damai
dan stabil umumnya merupakan proses pengkajian
ulang berkala dan penusunan kembali kekuatan
pertahanan untuk menanggapi lingkungan risiko dan
ancaman yang berubah atau dorongan politik untuk
perubahan.  Kadar reformasi sangat ditentukan oleh
tingkat perubahan yang diperlukan untuk mening -
katkan kesesuaian, pertanggungjawaban, kelayakan,

dan kecukupan kekuatan pertahanan bagi lingkungan
strategisnya.  Di sebagian negara hal ini dapat
dilakukan melalui langkah-langkah kecil sepotong-
potongan, seperti misalnya perubahan pada postur
dan rancangan kekuatan pertahanan.

Namun demikian, bagi banyak negara pasca-konflik,
reformasi pertahanan melibatkan perombakan kembali
seluruh sistem keamanan, dengan pembuatan
mekanisme kontrol sipil dan pembentukan lembaga-
lembaga negara yang sah dan struktur-struktur dasar
angkatan bersenjata. Di negara ini, kekuatan
pertahanan sering didominasi oleh kelompok etnis
tertentu atau bersekutu dengan partai tertentu.  Perang
saudara juga cenderung menimbulkan fraksi-fraksi
bersenjata lainnya dan angkatan bersenjata non-
reguler.  Karena itu, reformasi pertahanan dalam
situ asi pasca-konflik umumnya didorong oleh kebu -
tuhan pembentukan kekuatan pertahanan yang
terpadu, representatif dan tidak memihak, sebagai
bagian dari langkah-langkah pembangunan bangsa
dan perdamaian yang lebih besar.

Tantangan-tantangan yang diperlihatkan oleh refor -
masi yang meluas ini umumnya berkisar pada isu-isu
kemampuan, keterbatasan sumber daya manusia dan
keuangan, dan usaha menyeimbangkan kekuatan
militer dengan kontrol sipil dalam lingkungan lembaga-
lembaga pemerintahan yang lemah yang sering
kekurangan legitimasi.

Reformasi pertahanan tidak hanya mengenai
perubahan pengelolaan atau struktur organisasi.
Reformasi pertahanan sangat berkaitan dengan
hubungan kekuasaan yang berubah-ubah dan sering
terjadi dalam suasana yang panas dan dipolitikkan.
Reformasi pertahanan sering melibatkan pengurangan
kekuasaan personil keamanan serta penyeimbangan
kekuasaan dan efisiensi militer dengan persyaratan
kontrol dan pengawasan sipil. Supaya menjamin
pelembagaan reformasi pertahanan yang demokratis,
keberlanjutan reformasi terletak pada perubahan
persepsi, pola pikir dan tindakan para aktor keamanan
melalui, misalnya, program pendidikan kewar ga ne ga -
ra an, pemekaan keanekaragaman dan gender serta
pembangunan kemampuan, dan melalui pembentukan
mekanisme pengawasan yang efektif. 

Tantangan terbesar bagi keberhasilan reformasi
pertahanan umumnya tidak terletak pada ukuran
pasukan yang tepat dan postur pasukan yang sesuai
tapi pada pencapaian konsensus nasional tentang isu-
isu keamanan dan pada perubahan perilaku para
anggota angkatan bersenjata terhadap lingkungan
keamanan negara bersangkutan dan rakyatnya.

Reformasi pertahanan menghasilkan efisiensi dan
efektivitas angkatan bersenjata yang lebih tinggi.
Kekuatan dan struktur pertahanan dirancangkan agar 

sesuai dengan kebutuhan lingkungan geopolitis dan
geostrategis yang didalamnya suatu negara berada.
Akibatnya, pengeluaran pertahanan yang tidak perlu
dikurangi.  Namun demikian, yang menjadi tantangan
utama adalah menciptakan kekuatan pertahanan
profesional yang bekerja di lingkungan yang sah dan
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dimintai pertanggungjawabannya melalui struktur yang
demokratis.  Manfaat paling penting dari reformasi
pertahanan adalah penyediaan layanan keamanan
oleh struktur pertahanan negara yang diikat oleh
norma dan prinsip yang sama dengan norma dan
prinsip layanan publik yang demokratis dan dengan
cara yang layak dan sesuai untuk memenuhi
kebutuhan keamanan negara dan warga negaranya.

Karena reformasi pertahanan umumnya melibatkan
perubahan pada budaya, kebijakan, struktur, perilaku,
pengelolaan, wewenang dan kontrol organisasi,
reformasi pertahanan memerlukan kepemimpinan
yang berbakti, pertanggung-jawaban, kemauan politik,
serta hubungan dan permusyawaratan.  Karena itu,
proses reformasi merupakan kesempatan bagi
transformasi demokratis kekuatan pertahanan, dengan
membuatnya menjadi lebih representatif dan tanggap
terhadap budaya dan karakter masyarakat negara.

3Mengapa gender penting
dalam reformasi pertahanan? 

‘Mengapa gender harus dipadukan ke dalam
kerangka keamanan?  Pertama, karena

pengarusutamaan dan kesetaraan gender adalah
persyaratan yang diamanatkan secara global…

Kedua, karena gender penting untuk memanfaatkan
seluruh sumber daya manusia, bukan hanya

separuhnya: bila pria dan wanita ikut serta dalam
pembuatan, jauh lebih baik hasilnya.  Yang terakhir,

dari sisi praktis, melibatkan perspektif dan
pengarusutamaan gender merupakan langkah

‘strategis operasional’ untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas.’

Giji Gya, ‘Pentingnya gender dalam Kebijakan
Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP, European

Security and Defence Policy)’ 4

Seperti disebutkan di atas, proses reformasi perta -
hanan berkaitan dengan pengkonseptualisasian
keamanan dan perancangan kekuatan dan struktur
pertahanan sehingga menjadikannya sesuai dengan
kebutuhan keamanan negara dan warganegaranya.
Ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan
demokratis untuk keterwakilan, pertanggungjawaban
dan transparansi.  Kekuatan pertahanan dalam suatu
bentuk pemerintahan yang demokratis harus mencer -
minkan masyarakat yang akan dilindunginya,
ter ma suk perlindungan nilai-nilai intinya seperti
kewarganegaraan dan kesetaraan.  Pada gilirannya,
keseimbangan gender mendukung keterpaduan dan
efektivitas dalam operasi perdamaian yang semakin
bersifat multidimensional.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pengi kut -
sertaan wanita, walaupun sangat penting untuk
menciptakan keseimbangan gender, tidak cukup untuk
menjamin reformasi pertahanan atau kekuatan
pertahanan dijadikan tanggap terhadap gender.
Perspektif gender dalam reformasi pertahanan tidak
boleh hanya terfokus pada jumlah [dan jenis kelamin]
orang.  Perspektif gender harus mengajukan perta nya -
an secara kritis: keamanan untuk siapa dan
bagaimana? Dalam Pengarusutamaan Gender dalam
Praktik: Sebuah Buku Pedoman, Program Pem ba -
ngun an PBB (UNDP) menyatakan bahwa tujuan
penga rusutamaan gender di lembaga militer dan
pertahanan adalah:

n Penghapusan diskriminasi berbasis gender di
lembaga-lembaga pertahanan dan militer.

n Pemaduan perspektif gender ke dalam penelitian,
kebijakan dan praktik lembaga pertahanan dan
militer.6

Pengarusutamaan gender di sektor pertahanan berarti
penerapan segala pengalaman, pengetahuan dan ke -
pen tingan wanita dan pria pada upaya-upaya
o pe ra sional dan merupakan suatu alat untuk mem ben -
tuk kembali proses kebijakan, pelaksanaan dan
eva luasi.7

Berikut ini digariskan beberapa cara bagaimana ke -
tanggapan terhadap gender mendukung penca pai an
tujuan dan prioritas reformasi pertahanan, khu  sus nya:

n Menanggapi kebutuhan keamanan yang berbeda di
dalam masyarakat

n Menanggapi sifat dan kebutuhan sektor pertahanan
yang berubah

n Meningkatkan efektivitas operasional

n Menciptakan kekuatan pertahanan yang repre sen -
ta tif

n Memperkuat pengawasan sipil yang demokratis
atas kekuatan pertahanan

3.1 Menanggapi kebutuhan keamanan
yang berbeda di dalam masyarakat

Reformasi pertahanan harus menanggapi secara
efektif kebutuhan semua kelompok di dalam

Lihat Tool tentang RSK

dan  Gender

Reformasi Pertahanan dan Gender

3

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
perilaku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan
pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang
dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk
pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan.  Peran gender
sangat bervariasi di dalam dan antar-kebudayaan dan dapat berubah
sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria
tapi juga pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang
meliputi undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang
dan pada semua tingkatan.5



masyarakat.  Kebutuhan keamanan seseorang berva -
riasi tergantung pada faktor seperti jenis kelamin, usia,
kemampuan, orientasi seksual, status ekonomi, status
kewarganegaraan, etnis dan agama.  Kekerasan
berbasis gender (GBV) tetap menjadi ancaman yang
penting bagi keamanan manusia di seluruh bagian
dunia.  Meintjes, Pillay, dan Turshen menyatakan tidak
ada akhir dari kekerasan terhadap wanita setelah
konflik, karena GBV sering terus terjadi dan bahkan
meningkat setelah perang berakhir.8 Karena itu,
menjamin perlindungan wanita baik selama masa
konflik maupun dalam situasi pasca-konflik harus
menjadi prioritas dalam agenda reformasi pertahanan
yang sadar terhadap gender.  

Pria juga menjadi korban ketidakamanan berbasis
gender yang berupa pembantaian terhadap suatu jenis
kelamin, perekrutan paksa ke dalam angkatan
bersenjata, pemerkosaan pria, dan kekerasan yang
berkaitan dengan geng.  Semua faktor ini harus
dipertimbangkan secara efektif dan diperhatikan oleh
kekuatan pertahanan di daerah konflik dan dalam
semua aspek operasi mereka.

3.2 Menanggapi kebutuhan sektor
pertahanan yang berubah

Sifat peperangan telah mengalami perubahan besar
sejak Perang Dunia Kedua: perang kurang tergantung
pada kekuatan kasar pria di medan perang dan lebih
bergantung pada teknologi dan keahlian yang dapat
ditemukan di semua kelompok gender.  Selain itu, 95%
dari konflik di dunia sekarang ini merupakan perang
antarnegara atau perang saudara.9 Ini berarti terjadi
perubahan dalam tujuan, postur dan struktur angkatan
bersenjata negara, yang sekarang mengeluarkan lebih
sedikit waktu dan sumber daya untuk melindungi
perbatasan mereka sendiri dan menggunakan lebih
banyak waktu dan sumber daya dalam misi peme -
liharaan perdamaian internasional.

Pemeliharaan perdamaian juga menjadi jauh lebih
kompleks sehingga kita sekarang melihat misi-misi
yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama
dan para pemelihara perdamaian yang terlibat dalam
berbagai tugas yang melebihi keamanan tradisional
sampai menjadi pembangungan perdamaian.
Misalnya, para pemelihara perdamaian diminta me -
nye diakan layanan kepada masyarakat setempat,
membangun kembali lembaga-lembaga, dan men -
jamin pemilihan umum yang bebas.  Ke ane ka ragaman
komposisi pasukan dan pengarusutamaan gender
dalam upaya operasional memungkinkan sektor
pertahanan melaksanakan tugas ini dengan lebih baik.

Brigadir Jenderal Karl Engelbrektson, Panglima
Batalion Tempur Nordik, menggambarkan partisipasi
wanita dalam operasi pemeliharaan perdamaian
sebagai ‘sebuah kunci menuju keberhasilan’ dalam
mengatasi hambatan-hambatan operasional tertentu
yang dihadapi pasukan yang homogen dalam tugasnya
seperti penggeledahan fisik dan interogasi wanita.10

Penelitian menunjukkan bahwa para pemeli hara
perdamaian wanita dapat meningkatkan efektivitasnya
misi-misi pemeliharaan perdamaian karena:

n Pria dan wanita setempat cenderung menganggap
para pemelihara perdamaian wanita lebih mudah
didekati dan kurang mengancam dibandingkan
dengan para pemelihara perdamaian pria.

n Personil militer wanita dibutuhkan di pos-pos pe -
meriksaan, pelabuhan udara, dll. untuk melakukan
penggeledahan fisik pada wanita.

n Kemampuan bekerja sama dengan organisasi
wanita setempat dan mengumpulkan informasi dari
wanita setempat memungkinkan diperolehnya data
yang lebih terperinci dan tepat dan dengan demikian
lebih berguna yang diperlukan untuk pembuatan
keputusan.11

n Saat tidak bertugas, para pemelihara perdamaian
wanita dapat bersosialisasi dengan para wanita
setempat dan berbicara dengan mereka mengenai
‘kehidupan di belakang layar’. Ini merupakan cara
lain bagi misi pemeliharaan perdamaian tersebut
untuk memperoleh informasi yang berguna tentang
apa yang terjadi di negara tuan rumah.

n Personil militer wanita berperan sebagai para
pemantau atas tingkah laku yang berlebihan antara
kalangan prajurit pria.12

n Para pemelihara perdamaian wanita memberikan
model peran positif bagi wanita setempat untuk
bergabung dengan angkatan bersenjata dan
pasukan keamanan.

n Baik pria maupun wanita yang menjadi korban
penganiayaan seksual lebih cenderung mengung -
kapkan kasus yang dialaminya kepada para
pemelihara perdamaian wanita.

Anu Pillay, dalam sebuah kajian komparatif terhadap
misi-misi pemeliharaan perdamaian, menguraikan
manfaat nyata dari kehadiran wanita dalam operasi
pemeliharaan perdamaian.  Menguraikan Misi PBB di
Afrika Selatan, ia mengutip para anggota wanita yang
menyatakan bahwa ‘misi ini mendapat kekuatan dari
apa yang mereka namakan ciri-ciri feminin, yang
meliputi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat
yang lebih luas, dengan meruntuhkan simbol status
dan kekuasaan; membentuk jaringan; berbagi infor -
masi; membuat keputusan intuitif, dan menggunakan
pendekatan partisipatif’. Selain itu, ia juga menya takan
bahwa ‘Tidak ada kejadian penga niayaan wanita
setempat yang dilaporkan, atau tingkah laku yang
melanggar disiplin, seperti yang menodai operasi
pemeliharaan perdamaian di lokasi lainnya’.13

Kehadiran wanita tidak dapat menjamin penganiayaan
seksual tidak akan terjadi, tapi kehadiran wanita yang
kuat nampaknya mengurangi jumlah kejadian seperti
ini.  Sebagai contoh, para pejabat PBB dan Liberia
berharap satuan pemelihara perdamaian India dengan
personil 103 orang yang semuanya wanita yang
sekarang melakukan tugas pemolisian di Monrovia
akan membantu mendorong para wanita Liberia untuk
menjadi polisi, dan membatasi eksploitasi dan
pelecehan seksual oleh pasukan pemelihara perda -
maian.  Kepolisian Nasional Liberia menerima tiga kali
lebih banyak pelamar wanita pada bulan setelah
pengerahan polisi wanita.14  Tugas satuan tersebut
meliputi perlindungan Kementerian Luar Negeri, patroli
jalan-jalan, kontrol massa dan menang gapi permo -
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honan untuk dukungan bersenjata dari kepolisian
negara.15

Namun demikian, wanita masih kurang terwakili dalam
komponen militer misi pemeliharaan perdamaian (lihat
Gambar 1). Hal ini terutama disebabkan karena
mereka kurang terwakili di dalam militer nasional yang
menyumbangkan pasukan dan pengamat militer untuk
operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan operasi
pemeliharaan perdamaian regional. Karena itu,
kekuatanan pertahanan nasional harus aktif merekrut
lebih banyak wanita (lihat Bagian 4).

3.3 Meningkatkan efektivitas
operasional

Reformasi pertahanan berkaitan erat dengan pening -
katan profesionalisme, keterampilan dan kesesuaian
sektor pertahanan.  Selain meningkatkan kemampuan
pemeliharaan perdamaian pada tingkat operasional
umum, peningkatan keterwakilan wanita berpotensi
meningkatkan efisiensi angkatan bersen jata karena:

n Keterwakilan wanita menciptakan kumpulan sumber
daya manusia yang lebih besar untuk memilih
prajurit.  Dengan demikian, militer bisa lebih bijak -
sana dalam memilih personilnya, yang pada
giliran nya meningkatkan kemampuannya. 

n Keterwakilan wanita meningkatkan dasar ke te ram -
pilan potensial, dengan memanfaatkan ke te rampilan
intelektual, praktis/teknis dan sosial yang lebih
mungkin dimiliki para wanita.

Memasukkan wanita dan kelompok masyarakat
terpinggirkan lainnya memungkinkan kekuatan perta -
hanan menangani dengan lebih baik komplek sitas
konflik yang terjadi sekarang ini, terutama bila GBV
menjadi senjata dalam peperangan dan bila pelang -
garan HAM dan krisis kemanusiaan menjadi inti dari
isu-isu konflik yang harus ditangani.  Menggabungkan
nilai-nilai dan praktik demokrasi ke dalam kekuatan
pertahanan pada dasarnya meningkatkan kesiapan
dan efektivitas militer.  HIV/AIDS, yang menjadi
tantangan besar bagi pasukan militer di banyak
negara, juga memerlukan tanggapan yang bersifat

gender yang dapat memperhatikan dan mengubah
perilaku seksual pria dan wanita.

Selain itu, personil sektor pertahanan sendiri sering
bersalah melakukan pelecehan seksual dan GBV
(kekerasan berbasis gender), yang dilakukan terhadap
baik rekan-rekan mereka sendiri maupun masyarakat
sipil.  Misalnya:

n Pada tahun 2006, sebuah penelitian bebas yang
diminta oleh Kementerian Pertahanan Kerajaan
Inggris menunjukkan bahwa lebih dari dua per tiga
tentara wanita pernah mengalami pelecehan
seksual.17

n Dalam survei pada tahun 2006 terhadap kelompok
mahasiswa dari The Citadel, sebuah institut militer
di Amerika Serikat, 20% kadet wanita melaporkan
mereka pernah mengalami penganiayaan seksual.18

n Sebuah survei yang dilakukan Departemen
Pertahanan Amerika Serikat dari tahun 2000
menemukan bahwa 80% dari responden personil
militer yang masih bertugas pernah mendengar
ucapan yang menghina, nama atau lelucon cabul
tentang pria gay dan lesbian, dan 37% pernah
menyaksikan atau mengalami pelecehan anti-gay.19

Di masa damai, undang-undang HAM mewajibkan
negara memberantas pelanggaran HAM oleh
kekuatan pertahanan.  Selama terjadinya konflik
bersenjata, banyak dari kewajiban yang sama dapat
dibuat oleh undang-undang HAM internasional.
Meskipun kewajiban ini dikesampingkan, jelas bahwa
pemberantasan pelanggaran HAM menciptakan
kekuatan pertahanan yang lebih terpercaya dan
efektif.  Misalnya, pelecehan seksual melemahkan
suatu lembaga karena hilangnya produktifitas,
penurunan tingkat kepuasan kerja, ketidakhadiran di
tempat kerja, peningkatan tingkat atau persentase
anggota yang meninggalkan kekuatan pertahanan,
dan menghambat pemaduan para wanita.  Sebuah
kajian tentang militer Amerika Serikat memperlihatkan
hubungan yang kuat antara tingginya kejadian pele -
cehan seksual, kesiapan tempur yang rendah, dan
iklim kepemimpinan yang buruk.20

‘Saya bukan korban pelecehan seksual.  Ketika
pelecehan seksual terjadi di Angkatan Udara

Amerika Serikat, Angkatan Udara dan warganegara
Amerika Serikat yang kami layani adalah korbannya.
Karena pelecehan seksual mengganggu misi militer

kita.  Pelecehan seksual mengganggu tugas yang
saya dan para profesional lainnya telah sangat

terlatih untuk melakukan.  Itulah sebabnya pelecehan
seksual harus berhenti.’

Sersan Zenaida Martinez 21

3.4 Menciptakan kekuatan pertahanan
dan organisasi keamanan yang
representatif

Kekuatan pertahanan negara harus mencerminkan
ciri-ciri yang berada dalam masyarakat.  Hal ini mem -
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Misi Pria Wanita Total
Presentase

Wanita

MONUC 17.017 301 17.318 1,73

UNMIL 13.766 294 14.060 2,09

UNIFIL 12.854 397 13.251 3

UNMIS 9.276 122 9.398 1.3

UNOCI 7.980 74 8.054 0,92

Gambar 1 Persentase wanita dalam
komponen militer Misi
Pemeliharaan Perdamaian
PBB, April 20 07 16



bina keterwakilan, pemilikan nasional dan dengan de -
mikian meningkatkan legitimasi kekuatan pertahanan.
Pada gilirannya, legitimasi meningkatkan efekti -
vitasnya kekuatan pertahanan.  Selanjutnya, pimpinan
militer dan pertahanan dan lembaga keamanan
lainnya adalah tempat kerja yang memberikan kesem -
patan bagi warganegara untuk mendapatkan
pen di dikan dan juga pengalaman internasional.  Bila
bagian-bagian dari masyarakat dalam kenyataannya
tidak dilibatkan dalam lembaga-lembaga ini, mereka
tidak mendapat akses atas pekerjaan dan kesempatan
untuk mencapai kemajuan pendidikan dan profesional.

Secara internasional, sektor pertahanan, terutama
karena sejarahnya, belum mencapai tingkat kese -
taraan gender yang sama dengan, misalnya, sektor
pembangunan atau politik.  Sebagaimana yang diper -
lihatkan Gambar 2, wanita sangat kurang terwakili di
dalam militer.  Di banyak negara perundang-undangan
tentang militer membeda-bedakan wanita, misalnya,
dengan melarang wanita bertempur.  Wanita juga
cenderung kurang terwakili di kementerian pertahanan
dan badan pengawasan.  Bahkan tanpa hambatan
resmi, dalam praktiknya sering terdapat langit-langit
kaca yang menghambat kemajuan karir wanita,
pelecehan seksual yang meluas, dan bentuk-bentuk
diskriminasi lainnya.

3.5 Memperkuat pengawasan sipil
demokratis atas kekuatan pertahanan

‘Legitimasi struktur dan proses tata pemerintahan
yang ada harus dipertanyakan bila kepentingan dan

suaranya lebih separuh penduduk tidak tercermin
dalam keputusan yang dibuat.  Krisis legitimasi ini

terlihat jelas dalam sifat konflik yang diwarnai
gender; para wanita jarang ikut memutuskan atau

terlibat dalam perang tapi selalu menanggung
akibatnya.’

Georgina Ashworth, ‘Tata Kelola Pemerintahan
Bergender : Agenda Perubahan’ 23

Aspek utama dalam reformasi pertahanan adalah
peningkatan pengawasan sipil dan pengawasan oleh
masyarakat sipil.  Wanita dan pria yang peka terhadap
gender harus dilibatkan di komite-komite tetap
parlementer tentang pertahanan dan di lembaga-
lembaga masyarakat sipil, sehingga mereka dapat
menjamin kebijakan dan program yang disetujui sektor
pertahanan menanggapi kebutuhan pria, wanita, anak
lelaki dan anak perempuan yang berbeda.  Organisasi-
organisasi masyarakat sipil wanita dan lembaga
penelitian yang memusatkan perhatian pada dimensi
gendernya keamanan harus dilibatkan dalam proses
pengawasan sipil untuk menjamin pemahaman yang
menyeluruh tentang keamanan.

Memadukan gender ke dalam proses reformasi
pertahanan membuka kesempatan untuk bagian
masyarakat yang lebih luas menjadi pengikutserta giat
dalam penyediaan keamanan dan dalam struktur
pengambilan keputusan tentang keamanan.  Hal ini

sangat penting ketika mempertimbangkan pemilikan
nasional atas lembaga-lembaga keamanan karena
kaum wanita membentuk 50% dari masyarakat secara
keseluruhan.

Pada gilirannya, hal ini dapat menimbulkan perubahan
konsep keamanan dan peningkatan perubahan
mendasar dari keamanan negara menjadi keamanan
manusia.  Keamanan manusia mencakup keamanan
individu dan masyarakat dan memperluas baik sifat
ancaman-ancaman keamanan (yang mencakup
keamanan pangan, keamanan lingkungan, GBV, dll.)
maupun para aktor yang terlibat dalam keamanan
(dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat
sipil).  Wakil-wakil wanita (yang mencakup kelompok-
kelompok hak-hak asasi manusia wanita dan
lembaga-lembaga penelitian dan kebijakan, serta
organisasi-organisasi berbasis masyarakat)
menggunakan perspektif ini ketika menilai ancaman-
ancaman terhadap keamanan dan mengembangkan
kemampuan untuk menanggapinya.

Pada gilirannya, kekuatan pertahanan yang lebih
beragam dan juga pengikutsertaan yang lebih luas
dalam pengawasan menghasilkan perubahan dalam
persepsi masyarakat tentang siapa adalah ‘pelindung’
dan siapa yang ‘dilindungi’, dan dengan demikian
menjadi keamanan sebagai kepedulian semua
kelompok masyarakat.  Begitu pula, pengarusutamaan
gender dapat mengubah citra militer sebagai lembaga
yang banyak berkaitan dengan kekerasan dan
peperangan menjadi citra militer yang lebih
mencerminkan pembangunan perdamaian dan
demokratisasi.

Menangani isu-isi gender dalam reformasi pertahanan
sangat penting dalam pola yang sesuai dengan
lingkungan setempat.  Tidak mungkin ada satu
pendekatan untuk memadukan gender ke dalam
reformasi pertahanan.  Pendekatan yang disetujui
akan sangat tergantung pada peran-peran yang akan
dilaksanakan dalam masyarakat tertentu oleh wanita
dan pria dalam struktur-struktur keamanan dan
pertahanan.  Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, pemasukan gender ke dalam reformasi
pertahanan bukan sekedar kehadiran wanita dalam
angkatan pertahanan, dan kontribusi wanita dapat
dilakukan dengan berbagai cara dan forum yang
berbeda.
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Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan
instrumen internasional

Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu gender ke dalam
reformasi pertahanan bukan sekedar masalah efektivitas operasional;
pemaduan ini harus mematuhi undang-undang, instrumen dan norma
internasional dan regional tentang keamanam dan gender.  Instrumen
utama di antaranya adalah:

n Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (1979)

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan,
Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.



4Bagaimana cara gender
dapat dipadukan ke dalam
reformasi pertahanan?

Bagian ini menyediakan cara-cara praktis agar ber -
hasil memadukan gender ke dalam reformasi
per  tahanan.  Ada empat tingkatan utama dalam refor -
masi pertahanan, yaitu tingkat politik, lembaga,
eko nomi, dan sosial.  Gambar 3 menyediakan pe -
ninjuan luas cara bagaimana memadukan gender
pa da tingkat-tingkat yang berbeda ini.

4.1 Pengaduan gender ke dalam
reformasi pertahanan pada tingkat
politik

Reformasi pertahanan, dan dengan demikian penga -
rusuta maan gender, harus ‘diarahkan oleh mandat

yang jelas yang diperoleh dari tingkat politik tertinggi
dan tercermin dalam visi dan kebijakan kepemimpinan
suatu negara’.24 Agar berhasil, reformasi pertahanan
memerlukan dukungan para pejabat senior yang
sering memimpin proses dan staf yang harus melihat
panduan dan strategi yang jelas mengenai bagaimana
reformasi tersebut akan terjadi.  Reformasi pertahanan
juga memerlukan penguatan pengawasan demokratis
dan sipil.  Proses-proses  

untuk mencapai tujuan ini – pengkajian ulang per ta han -
an, proses demokratisasi, pengawasan ma  syarakat sipil
dan pengawasan parlemen – me ru pa kan titik mula
utama untuk menangani isu-isu gender.

Kajian pertahanan

‘Pemerintah tidak memonopoli kebijaksanaan, dan
berkonsultasi dengan pakar eksternal sering

berguna.  Pengalaman membicarakan dan
mempertahankan usulan dengan orang luar sangat

membantu dan biasanya memberikan hasil yang

Gambar 2 Persentase prajurit wanita dalam angkatan bersenjata negara-negara NATO 22
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Negara 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Belgia 7,6 7,9 8.2 8,26 8,3 8,3

Bulgaria - - - 4.2 6 6

Kanada 11.4 11.8 12.4 12.3 12.6 12.8.

Republik Ceko 3,7 10 10 12,3 12,2 12,2

Denmark 5,0 - 5 5 5 5,3

France 8,5 10,8 11,2 12,8 12,8 13,3

Jerman 2,8 3,7 4,4 5,2 6 6

Yunani 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 5,4

Hungaria 9,6 16 16 10 16 17,6

Italia 0,1 0,1 0,1 0,5 1 1,6

Latvia - - - 13,5 20 -

Lituania - - - 6 9 12,5

Luksemburg - - - - - 5,7

Belanda 8 8,4 8,5 8,6 9 9

Norwegia 3,2 3,3 5,7 6,3 6,3 7

Polandia 0,1 0,3 0,3 0,47 0,47 0,52

Portugal 6,6 6,6 8,4 8,4 8,4 12

Rumania - - - 3,9 5 5

Slowakia - - - 6,1 7 7

Slovenia - - - 19,2 15,38 -

Spanyol 5,8 9 10 10,5 10,7 13,5

Turki 0,1 0,1 0,1 3,9 3,9 3,1

Kerajaan Inggris 8,1 8,3 8,6 8,8 9 9,1

Amerika Serikat 14 14 15 15 15,5 10,5



lebih baik.  Kelompok-kelompok lobi politik dan
kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa

mereka mewakili kepentingan gender atau etnis,
umumnya akan menyampaikan pandangan mereka,

dan mendengarkan pandangan mereka adalah
langkah yang bijaksana.  Bila pengkajian ulang

tersebut merupakan pengkajian yang kontroversial,
seperti ketika suatu rezim telah berganti, konsultasi

secara luas mungkin sangat penting demi
keberhasilan pengkajian ulang tersebut.’

Jaringan Fasilitasi Global untuk Reformasi Sektor
Keamanan, Kumpulan Praktik yang Baik dalam

Reformasi Sektor Keamanan, 2005.

Bagian dari kegiatan rutin suatu kementerian
pertahanan adalah selalu menyesuaikan prioritas,
kebijakan dan program pertahanan dengan perubahan
realitas strategis global.  Misalnya, di Amerika Serikat
Pentagon membuat Kajian Ulang Pertahanan Empat
Tahunan yang didalamnya pimpinan senior Depar -
temen Pertahanan ‘menguraikan apa yang telah
dilakukan departemen tersebut dan arah yang harus
kami tempuh dalam melaksanakan tanggung jawab
kami terhadap rakyat Amerika’.25 Namun demikian,
kajian ulang yang lebih teliti dan menyeluruh kadang-
kadang diperlukan.

Pada dasarnya ada tiga keadaan yang didalamnya
kajian ulang pertahanan perlu dilakukan:

n Bila terjadi perubahan mendasar situasi strategis
yang pada gilirannya memerlukan respons yang
signifikan (misalnya, berakhirnya Perang Dingin).

n Kalau situasi tidak begitu berubah, tetapi pe me -
rintah berpendapat bahwa suatu pendekatan yang
cukup berbeda harus diterapkan (misalnya, refor -
masi pertahanan segera pasca-pemerintahan
Clinton di Amerika Serikat yang berfokus pada
revitalisasi angkatan bersenjata setelah pe mo tong -
an anggaran pada tahun 1990-an).

n Kalau terjadi perubahan besar politik dalam negeri
yang berdampak pada militer, seperti pergantian
rezim atau tercapainya penyelesaian konflik (mi sal -
nya, reformasi di Uganda di bawah kepe mim pinan
Museveni.

Prioritas pertama proses pengkajian ulang pertahanan
adalah menyusun analisis yang jelas dan tepat tentang
keadaan strategis di dalam dan di luar negara ber -
sangkutan, yang menjadi landasan untuk penye suaian
cara militer dengan tujuan geopolitik.  Pengkajian
ulang pertahanan membina penyusunan visi ke -
amanan yang demokratis yang mencerminkan
kebutuhan keamanan negara dan warga negaranya,
sambil memberikan arah dan tujuan strategis untuk
reformasi pertahanan.26

Banyak negara berkembang dan negara dalam masa
transisi belum melakukan proses pengkajian ulang
pertahanan partisipatif.  Ini mungkin berarti kebijakan
dan perencanaan pertahanan tidak didasarkan pada
evaluasi yang realistis mengenai lingkungan strategis
dan terdapat penilaian yang terbatas mengenai peran
berbagai aparat keamanan.  Hal ini menimbulkan
implikasi penting terhadap proses penyusunan
anggaran dan alokasi sumber daya di lingkungan yang
serba kekurangan.  Titik mulai penting bagi kelompok-
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Gambar 3 Pemaduan gender dalam empat tingkat reformasi pertahanan
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kelompok lobi dan advokasi adalah mendesak
angkatan bersenjata untuk melakukan pengkajian
ulang pertahanan sebagai landasan bagi penilaian
risiko dan alokasi sumber daya yang tepat.  Di negara-
negara pasca-konflik, perumusan prioritas keamanan
nasional sangat penting untuk mengubah peran konflik
angkatan bersenjata dan membentuk lembaga
pertahanan baru berdasarkan lingkungan strategis dan
politik pasca-konflik.

Dari perspektif keamanan manusia dan dengan
menerapkan suatu bentuk demokrasi holistik dan
partisipatif, perspektif gender harus dipadukan ke
dalam proses pelaksanaan pengkajian ulang
pertahanan dan penyusunan visi keamanan nasional.
Pria maupun wanita dari semua lapisan masyarakat
harus dilibatkan.  Hal ini menjamin titik mula untuk
menentukan tujuan dan struktur prioritas, kebijakan
dan program pertahanan benar-benar mencerminkan
kebutuhan keamanan seluruh rakyat negara
bersangkutan.  Selanjutnya, konsultasi umum dalam
penyusunan kebijakan pertahanan menciptakan rasa
pemilikan nasional lembaga-lembaga pertahanan dan
berperan mencapai persatuan dan kesatuan nasional
melalui pencapaian konsensus nasional mengenai
tujuan, struktur dan fungsi aparat keamanan negara.

Bagaimana memadukan gender ke dalam proses
pengkajian ulang pertahanan:

n Pastikan para wanita, orang yang memiliki keahlian
gender, dan wakil lembaga pemerintahan yang
bertanggung jawab atas isu-isu mengenai hak-hak
wanita, gender dan pemuda menjadi bagian dari
badan pengkajian ulang formal.

n Bangun kemampuan gendernya badan-badan
pengkajian ulang resmi melalui pelatihan gender,
pengarahan mengenai isu-isu gender dan
keamanan, pendampingan dan prakarsa-prakarsa
yang lain.

n Lakukan konsultasi dengan para wanita dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang
kurang terwakili di dalam kekuatan pertahanan
mengenai hal-hal yang menghambat pemaduan
penuh dan kemajuan setara bagi mereka.

n Lakukan konsultasi dengan para anggota parlemen,
termasuk semua koalisi/kaukus anggota parlemen
wanita.

n Dorong pelaksanaan debat nasional mengenai visi
keamanan nasional melalui:

- Konsultasi dengan kelompok masyarakat sipil 
yang representatif, yang mencakup organisasi 
wanita perkotaan dan pedesaan.

- Pertemuan dengan pejabat pemerintah 
daerah dengan interaksi langsung antara 
pejabat yang memimpin pengkajian ulang 
pertahanan dan masyarakat.

- Dengar pendapat parlementer dan debat 
terbuka.

- Permintaan usul-usul dari masyarakat sipil 
kepada komisi pengkajian ulang.

- Penggunaan media untuk memberitakan 
debat publik mengenai isu-isu keamanan dan
pertahanan melalui artikel-artikel surat kabar dan
gelar wicara radio.
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Di kawasan Pasifik, wanita sangat terpinggirkan dari struktur pembuatan keputusan resmi akibat struktur pemerintahan yang sangat patriarkal.
Namun demikian, meskipun terdapat hambatan seperti ini, wanita berperan penting dalam memfasilitasi perdamaian selama terjadinya krisis di
Bougainville, Kepulauan Solomon dan Fiji, dan tetap memainkan peran penting dalam mencapai dan mempertahankan perdamaian dalam masyarakat
mereka.

Karena peran militer yang berulangkali dalam menangani ketidakstabilan di Fiji, para wanita belajar bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pasukan
keamanan.  Setelah pembicaraan dalam Kebaktian Perdamaian (Peace Vigil) yang dipimpin para wanita selama krisis penyanderaan pada bulan
Mei 2000, Dewan Nasional Wanita Fiji mengadakan kontak dengan militer.  Sebagai hasilnya, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Fiji mengajak
para anggota Dewan Militer dan para pejabat senior lainnya untuk bertemu dengan para wakil Demonstrasi Damai.  Delegasi Demonstrasi Damai
menyampaikan apa yang dikenal sebagai ‘Surat Kaum Wanita’.  Surat ini menguraikan perlunya Fiji kembali ke demokrasi parlementer dan militer
menegakkan Konstitusi 1997 sebagai hukum tertinggi negara itu, dan juga mendesak militer untuk menghormati hak asasi manusia.  Walaupun
surat tersebut diterima dengan hormat dan baik, pelajaran penting yang didapat para wanita tersebut adalah menggunakan bahasa militer dan sektor
keamanan untuk prakarsa dialog dan perdamaian di masa depan.

Pada tahun 2003, Dewan Nasional Wanita dan Dewan Militer mengadakan dialog nasional, yang menghasilkan Komite Koordinasi Wanita,
Perdamaian dan Keamanan Fiji dan Dewan Nasional Wanita mengirimkan proposal resmi kepada Lembaga Pengkajian Keamanan dan Pertahanan
Nasional.  Ini menunjukkan kembali kontribusi penting yang dapat diberikan jaringan wanita mulai dari tingkat desa hingga tingkat masyarakat dan
nasional sampai intervensi peringatan dini, sambil mengidentifikasi titik-titik mula penting bagi wanita dalam pembuatan keputusan pada tingkat lokal
dan nasional.  Proposal tersebut mencakup rekomendasi berikut:

n Menteri Urusan Wanita harus dimasukkan sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional.

n Sekretaris Tetap Kementeria n Urusan Wanita harus dimasukkan sebagai anggota tetap Komite Penasihat Keamanan Nasional.

n Para wanita harus terwakili secara efektif dan setara dalam Komite Keamanan Kabupaten dan Provinsi.

n Para wanita harus dimasukkan dalam Satuan Penilaian Keamanan Nasional.

n Keseimbangan gender pada berbagai tingkat pembuatan keputusan dalam pasukan keamanan harus dijamin, dan usaha harus dilakukan untuk
merekrut para wanita ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Fiji.

Kotak 1 Keterlibatan masyarakat sipil wanita dalam reformasi pertahanan di Fiji 27



n Tangani secara eksplisit isu-isu gender dalam
pengkajian ulang dan pakai bahasa yang peka
terhadap gender.  

Para aktor pertahanan mungkin menentang konsultasi
berdasarkan persepsi kurangnya kemampuan anggota
parlemen dan masyarakat sipil untuk berkecimpung
dalam urusan keamanan.  Kelompok-kelompok
masyarakat sipil dan para anggota parlemen dapat
memanfaatkan jaringan seperti Jaringan Fasilitasi
Global untuk RSK dan Jaringan RSK Afrika untuk
mendapatkan pengetahuan lebih lanjut dan berbagi
pengalaman dengan para aktor lain yang pernah
mengikuti proses pengkajian ulang pertahanan,
dengan membangun kemampuan mereka untuk
menangani secara lebih efektif isu-isu yang berkaitan
dengan pertahanan.

Proses-proses demokratisasi pertahanan

Pengalaman reformasi pertahanan di negara-negara
pasca-komunisme di kawasan Eropa Timur
menunjukkan bahwa dengan demokratisasi dan
kontrol sipil atas angkatan bersenjata muncul ruang
yang lebih besar untuk pemaduan gender.  Dalam
paradigma keamanan realis tradisional Perang Dingin,
angkatan bersenjata memperlihatkan budaya yang
sangat militeristis.  Tidak ada tempat bagi orang sipil
atau wanita di bidang pertahanan dan keamanan.
Pada masa pasca Perang Dingin, angkatan bersenjata
berubah menjadi sistem keamanan yang lebih
mencerminkan masyarakat yang dilayani, termasuk
dalam perilaku personilnya.  Semakin meningkatnya
jumlah personil wanita dalam pasukan NATO, yang

diperlihatkan pada Gambar 2, membuktikan
perubahan ini.  Perbaikan hubungan sipil-militer dan
semakin meningkatnya kontrol demokratis atas
angkatan bersenjata di sebagian negara juga telah
membuka ruang bagi partisipasi wanita dalam
pengelolaan dan tata pemerintahan pertahanan (lihat
Kotak 2 dan 3).

Walaupun semakin meningkatnya kontrol demokratis
atas angkatan bersenjata dapat membuka ruang bagi
pemaduan wanita, terutama pada jabatan-jabatan
sipil, penyusunan kembali distribusi kekuasaan di
antara otoritas sipil dan militer sering mengalami
hambatan di negara-negara yang baru berubah dari
pemerintahan militer atau autokratis.

Bagaimana memadukan gender ke dalam tata
pemerintahan pertahanan yang demokratis

n Lakukan audit-audit personil untuk menentukan
jabatan-jabatan mana tidak mesti jabatan militer
(bagaimanapun staf sipil lebih murah daripada staf
militer).

n Gunakan tindakan afirmatif dalam lembaga-
lembaga pertahanan sipil dan dorong perekrutan
para wanita ke dalam sekretariat pertahanan.

Pengawasan masyarakat sipil atas sektor
pertahanan

Tata pemerintahan angkatan bersenjata yang benar-
benar demokratis tergantung pada masuknya
masyarakat sipil ke dalam proses pembuatan
kebijakan dan pemantauan masyarakat sipil atas
kekuatan pertahanan.  Agar masyarakat sipil dapat
memainkan peran-peran tersebut dalam tata
pemerintahan keamanan: pertama, masyarakat sipil
harus memiliki kemampuan untuk memantau sektor
keamanan dan memberikan masukan konsultatif
dalam perdebatan politik tentang prioritas keamanan;
dan kedua, lingkungan politik harus mendukung
masyarakat sipil memainkan peran aktif.

Organisasi-organisasi wanita dan organisasi lainnya
yang menangani isu gender memiliki keahlian khusus
dan akses atas informasi yang membuat mereka para
mitra berharga bagi pengawasan pertahanan.  Mereka
dapat berperan sebagai penghubung antara
kenyataan ketidakamanan di tingkat masyarakat yang
dialami pria dan wanita dengan para pengelola
pertahanan pada tingkat nasional.  Informasi tentang
keamanan pada tingkat masyarakat yang dapat
mereka berikan mungkin sangat penting baik dalam
menentukan ancaman-ancaman keamanan maupun
dalam memantau prestasi kerja para anggota
angkatan bersenjata.

Mungkin ada hambatan-hambatan tertentu terhadap
partisipasi wanita dalam proses politik nasional.
Misalnya, pada bulan Maret 2003 di Afghanistan,
Kementerian Urusan Wanita dan UNIFEM (Dana
Pembangunan PBB untuk Perempuan) mengadakan
program Kesadaran Ketatanegaraan untuk menjamin
agar kebutuhan wanita dimasukkan dalam Undang-
Undang Dasar Afghanistan yang baru.  Walaupun para
peserta diundang dari berbagai provinsi Afghanistan,

Lihat Tool tentang Pembuatan

Kebijakan Keamanan Negara

dan Gender
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Setelah mendapatkan kembali kemerdekaannya pada tahun 1991,
otoritas politik Estonia memutuskan untuk mendasarkan Kementerian
Pertahanan Estonia pada prinsip-prinsip ‘sipilisasi’ sebagai bagian
dari kampanye yang lebih besar dalam de-Sovietisasi lembaga-
lembaga negara.  Semua kementerian merekrut personil baru untuk
membebaskan mereka dari jaringan hubungan Soviet dan
kelambanan Soviet.

Penyusunan kembali personil ini menghasilkan komponen sipil yang
lebih besar di dalam Kementerian Pertahanan.  Pemikiran era-Soviet
bahwa perencanaan pertahanan adalah urusan militer diganti dengan
pemahaman baru bahwa pertahanan adalah tanggung jawab
pemerintah yang terpilih secara demokratis yang didukung oleh pria
dan wanita di Kementerian Pertahanan.  Saat ini, 52% dari pegawai
Kementerian Pertahanan adalah wanita.  Dari jumlah ini, 60% di
antaranya berusia antara 21 sampai 30 tahun; 25% berusia antara 31
sampai 40 tahun; hanya tiga wanita dari total 122 wanita berusia di
atas 61 tahun 61.

Merle Maigre, Perwira Penghubung NATO di Ukraina

Kotak 2 Pembuatan upaya sipilisasi
di tubuh Dephan  Estonia



sebagian besar dari mereka tidak dapat datang karena
berbagai alasan seperti:

n Kurangnya keamanan dan kontrol komandan
angkatan bersenjata lokal di provinsi-provinsi
tersebut

n Kurangnya pengetahuan: para wanita tersebut tidak
tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka
sendiri atau tidak berani membicarakan kebutuhan
mereka

n Ketidaksetaraan: para wanita tersebut tidak
mendapat izin dari suami/keluarga mereka untuk
menghadiri program tersebut

n Kemiskinan

n Kurangnya alat transportasi 29

Ini semakin menunjukkan pentingnya pemahaman dan
penyesuaian proses pengawasan pertahanan agar
sesuai dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan
masyarakat yang diminta masukannya.  Dukungan
lembaga donor dan masyarakat sipil dapat dikerahkan
untuk mengatasi berbagai hambatan ini, tetapi visi
yang terkoordinasi sangat diperlukan.

Hambatan yang lebih besar terhadap pemaduan
gender ke dalam proses pembuatan kebijakan dan
pengawasan pertahanan mungkin adalah kurangnya
kemampuan masyarakat sipil – dalam hal sumber
daya manusia, keterbatasan waktu dan keuangan –
untuk mencoba mempengaruhi kebijakan-kebijakan
dan praktek-praktek yang peka terhadap gender.  Para
LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil
mungkin membutuhkan bantuan dari para pakar
pertahanan agar dapat berperan secara penuh arti
dalam perdebatan yang berkaitan dengan pertahanan.

Bagaimana memadukan gender ke dalam
pengawasan masyarakat sipil atas sektor pertahanan

n Mungkinkan hal saling mempengaruhi antara
kelompok-kelompok wanita dan para penyedia
keamanan lokal, misalnya melalui pelibatannya
dalam komite-komite keamanan lokal.

n Tingkatkan kemampuan organisasi-organisasi
wanita sehubungan dengan isu-isu kebijakan
keamanan, termasuk sokongan anjuran dan
pengawasan.

n Organisasi-organisasi masyarakat sipil bisa juga
memainkan peran dalam memekakan para anggota
parlemen dan pihak lainnya yang melakukan
pengawasan atas sektor pertahanan untuk
meningkatkan kemampuan mereka memadukan
perspektif gender dalam kegiatan-kegiatan penga -
wasan.

Pengawasan parlementer atas sektor
pertahanan

Walaupun kebanyakan dari pengawasan parlementer
merupakan kajian ex post facto atas kegiatan-kegiatan
sektor pertahanan, komite-komite parlemen bisa
menjadi pendorong utama perubahan dan dapat
memanfaatkan fungsi pemantauan dan pengawasan
mereka untuk menarik perhatian lembaga eksekutif

Lihat Tool tentang Pengawasan

Masyarakat Sipil atas Sektor

Keamanan dan Gender
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Kudeta militer dan pemerintahan diktator yang kejam pernah mewabah di Amerika Latin dan kawasan ini memiliki tradisi orang kuat yang sifatnya
macho dan karismatik.  Tapi para wanita semakin banyak yang memberikan perintah tentang urusan pertahanan.

Dalam lima tahun terakhir, lima negara Amerika Selatan telah menunjuk para wanita untuk mengepalai kementerian pertahanannya untuk pertama
kalinya: Cile, Kolombia, Uruguay, Argentina, dan Ekuador.

Penunjukan-penunjukan tersebut menggarisbawahi kemajuan wanita dalam beberapa tahun terakhir di kawasan tersebut, yang juga mencerminkan
kontrol politik yang lebih besar atas angkatan bersenjata dan perubahan peran militer.

‘Ini menunjukkan visi angkatan bersenjata yang berbeda (. . .) dengan hubungan sipil-militer yang lebih baik dan kontrol sipil yang lebih besar,’ kata
Peter DeShazo, direktur program Amerika di Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berpusat di Washington DC.  Penunjukan para menteri
wanita melambangkan proses tersebut’, katanya.

Pada tahun 2002 Cile menjadi negara Amerika Latin pertama yang menunjuk menteri pertahanan wanita: Presiden Michelle Bachelet . . .

Di Argentina dan Uruguay, negara-negara yang didalamnya para penguasa militer pernah juga membunuh para pembangkang sayap kiri pada
dasawarsa 1970-an dan 1980-an, para mantan pengacara HAM sekarang memimpin kementerian pertahanannya.  Dan kebetulan keduanya wanita.

Di ketiga negara ini, sebagaimana di kebanyakan negara Amerika Selatan, pemerintah berhaluan kiri berkuasa dan mendukung HAM dan kesetaraan
gender . . . Presiden berhaluan kiri Rafael Correa menunjuk mantan guru Guadalupe Larriva sebagai menteri pertahanan wanita pertama di negara
di kawasan pegunungan Andes tersebut.  Ia meninggal akibat kecelakaan helikopter minggu lalu, hanya sembilan hari setelah memegang jabatan
tersebut.

‘Departemen pertahanan perlu dipimpin seorang wanita.  Sifat keibuan Guadalupe bisa lebih bermanfaat daripada tangan kuat para jenderal,’ kata
Correa sebelum menunjuk wanita lainnya, dosen perguruan tinggi Lorena Escudero, untuk jabatan tersebut pada hari Selasa.

Reuters, 31 Januari 2007

Kotak 3 Para menteri pertahanan wanita secara perlahan menghapus citra macho
Amerika Latin 28



atas isu-isu gender.  Komite-komite parlemen bisa
menjadi alat yang berguna untuk mendorong reformasi
yang peka terhadap gender di angkatan bersenjata
dan memiliki kedudukan kuat untuk mempertanggung-
jawabkan kekuatan pertahanan, misalnya, atas
kejadian GBV dan diskriminasi.

Tentu saja, hal ini tergantung pada adanya hubungan
sipil-militer yang agak kuat, yang umumnya hanya
terdapat di negara demokrasi yang sudah mapan.  Di
negara pasca-konflik, negara berkembang dan negara
dalam masa transisi, penekanan utamanya harus pada
pembangunan kemampuan para anggota parlemen
untuk melakukan pengawasan atas sektor pertahanan.

Apa pun konteksnya, isu-isu berikut dapat dipantau
oleh parlemen dan menunjukkan cara-cara bagaimana
parlemen dapat mendorong peningkatan pemaduan
gender ke dalam sektor pertahanan:

n Penyelidikan atas laporan tahunan – perhatikan
jumlah personil dan apakah jumlah tersebut
dipisahkan menurut jenis kelamin dan pangkat.
Data ini dapat juga digunakan untuk menuntut
perbaikan praktek-praktek perekrutan, retensi dan
kenaikan pangkat untuk menggalakkan pemasukan
wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang
kurang terwakili lainnya.  Perhatikan juga segala
peningkatan atau penurunan perbandingan pria
terhadap wanita dan tanyakan alasan di balik hal ini.

n Manfaatkan kunjungan ke fasilitas dan pangkalan
militer untuk meneliti keadaan-keadaan fisik dan
prasarana dan apakah, misalnya, telah dilakukan
langkah untuk memisahkan barak dan fasilitas ke -
bersihan bagi pria dan wanita.  Perlu juga diten tukan
apa kah fasilitas dan prasarana menim bulkan ham -
batan terhadap pengikutsertaan secara penuh dan
setara bagi kaum wanita, seperti asrama wanita
yang ditempatkan terlalu jauh dari tempat latihan.

n Komite-komite parlemen dapat memeriksa
keberadaan layanan kesehatan wanita dan isu-isu
terkait seperti cuti hamil, sebagai bagian dari
pengawasan yang lebih luas atas keadaan kerja
dan distribusi tunjangan kerja.

n Dalam mengesahkan penggelaran pasukan,
parlemen dapat meminta supaya angkatan perta -
hanan menjelaskan cara bagaimana pertimbangan
gen der dimasukkan dalam perencanaan ope ra -
sional.  Isu-isu tersebut bisa mencakup rencana
logis tik dan pemasokan, pemanfaatan penasihat
gen der dan, terutama dalam operasi dukungan per -
damaian, perencanaan hal saling mem pe ngaruhi
antara kekuatan pertahanan dengan pria dan wanita
dalam masyarakat tuan rumah.

n Melalui anggaran dan laporan tahunan, para ang -
gota parlemen juga dapat memantau pelaksanaan
pelatihan tentang HAM dan ke  se ta ra an gender.

n Kaukus atau koalisi anggota parlemen wanita atau
kelompok wanita, perdamaian dan keamanan (Re -

so lusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325) dapat
me melopori usaha menjamin penanganan isu-isu
gen der dalam pengawasan pertahanan.

4.2 Memadukan  gender ke dalam
reformasi pertahanan pada tingkat
ekonomi

Perhatian utama dalam proses reformasi pertahanan
adalah usaha peningkatan kecakapan angkatan
bersenjata dan menjamin agar pengeluaran peme -
rintah untuk pertahanan terjadi dalam kerangka tata
pemerintahan yang transparan dan bertanggung
jawab.  Dalam banyak kasus, terutama di negara-
negara pasca-konflik atau negara-negara yang baru
terlepas dari rezim yang tidak demokratis, sistem dan
kontrol keuangan dilaksanakan pada tingkat eksekutif,
kalau memang ada.  Umumnya, dimensi ekonomi dari
reformasi pertahanan berkaitan dengan isu-isu seperti
penetapan sistem pendapatan pekerja, perbaikan
proses pengadaan barang dan penerapan praktek-
praktek yang baik dalam manajemen keuangan publik.

Praktek-praktek penyusunan anggaran yang baik
untuk sektor pertahanan meningkatkan pertang -
gungjawabannya dan menjamin anggaran tersebut
sesuai dengan prioritas angkatan bersenjata
sebagaimana yang ditentukan melalui pengkajian
ulang pertahanan atau proses pembuatan kebijakan
pertahanan.  Walaupun jelas bermanfaat, banyak ang -
katan bersenjata tidak melakukan kontrol keuangan
secara memadai dan sumber daya yang langka sering
disalahgunakan untuk pengadaan alat-alat yang
kurang bermanfaat untuk keamanan.  Karena itu,
tantangannya adalah menetapkan suatu sistem
manajemen keuangan publik untuk angkatan ber -
senjata yang sesuai dengan struktur, sistem dan
prosedur manajemen keuangan negara bersangkutan.

Penyusunan anggaran gender

Angkatan bersenjata sering mendapat jatah yang besar
dari  anggaran negara.  Misalnya, di Afrika Selatan,
Departemen Pertahanan mendapat alokasi anggaran
terbesar ketiga (23,8 milyar Rand), lebih dari dua kali
lipat alokasi anggaran kesehatan, hampir dua kali lipat
anggaran pendidikan, dan hampir empat kali lebih besar
dari alokasi anggaran perumahan.30    Anggaran meru -
pakan laporan kebijakan paling penting yang dibuat
pemerintah.  Kemajuan dalam keamanan manusia pa -
da umumnya, dan kesetaraan gender khususnya, harus
diperhatikan dengan menghu bungkan penda naan ang -
garan dengan komitmen kebijakan.

Analisis gender atas anggaran pemerintah melibatkan
penilaian atas masukan, kegiatan, keluaran dan
dampak dari intervensi pemerintah, dan memberikan
umpan balik yang komprehensif mengenai efektifitas
dan efisiensi pengeluaran pemerintah.31

Analisis gender atas anggaran pertahanan akan
mencoba mengungkapkan sejauh mana pria dan

Lihat Tool tentang Pengawasan

Parlementer atas Sektor
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wanita mendapat manfaat yang setara dari penge -
luaran pertahanan.

?? Pertanyaan yang harus diajukan sebagai bagian dari
analisis gender atas anggaran pertahanan meliputi:

n Sampai sejauh mana alokasi umum memberikan
keamanan yang setara bagi wanita, pria, anak lelaki
dan anak perempuan?

n Sampai sejauh mana anggaran menetapkan dana
untuk wanita, pria, anak perempuan atau anak
lelaki? (Misalnya, melalui earmarking dana untuk
merekrut lebih banyak wanita; untuk cuti maternitas
dan paternitas; untuk layanan kesehatan pria dan
wanita) Apakah alokasi sumber daya cukup untuk
pelaksanaan yang efektif?

n Sampai sejauh mana anggaran menetapkan
kegiatan, masukan dan biaya yang berkaitan de -
ngan gender (misalnya, untuk pelatihan gender)?
Apa kah alokasi sumber daya cukup untuk pelak -
sanaan yang efektif?

n Sampai sejauh mana pakar/penasihat gender
dilibatkan dalam putaran anggaran?32

Yang penting adalah mempertimbangkan penyusunan
anggaran gender berdasarkan hasil-hasil bergender
dari reformasi pertahanan.  Misalnya, bila reformasi
pertahanan menghasilkan demobilisasi atau pengu -
rangan personil, harus dipertimbangkan bagaimana
hal ini akan menimbulkan pengaruh yang berbeda
terhadap pria dan wanita dan paket pesangon yang
diperlukan untuk mengatasi segala perbedaan.

Tantangan terhadap pemaduan gender dalam
anggaran pertahanan adalah pembentukan struktur
pemerintahan yang demokratis dan pembangunan
kemampuan lembaga legislatif agar dapat mem -

berikan bukan sekedar rubber stamp (asal menye tujui)
pada pengeluaran pertahanan.

!! Kiat praktis demi keberhasilan pemaduan gender
ke dalam penyusunan anggaran pertahanan:

n Letakkan perdebatan anggaran gender pada
hubungan sipil-militer yang lebih besar yang
berfokus pada peningkatan keterbukaan, pertang -
gungjawaban dan manajemen keuangan publik atas
sektor pertahanan.  Hal ini meliputi pelatihan para
anggota parlemen tentang peran dan fungsi par -
lemen dalam pengawasan pengeluaran perta han an
dan pemberdayaan para anggota parlemen un tuk
memadukan pertimbangan gender ke dalam debat
anggaran.

n Jamin supaya penyusunan anggaran gender
didukung oleh penelitian dan data yang andal.

n Berdayakan masyarakat sipil agar dapat melakukan
analisis anggaran pertahanan dan menindaklanjuti
temuan dengan kampanye sokongan dan lobi.

4.3 Memadukan gender ke dalam
tingkat lembaga

Dimensi lembaga dalam reformasi pertahanan me ru -
juk pada transformasi struktural dan teknis kekuatan
pertahanan sehingga memenuhi standar-standar na -
sional dan internasional.  Anderlini dan Conaway
me nyoroti langkah-langkah dalam transformasi lem -
baga keamanan sebagai berikut:34

n Perubahan bentuk susunan militer (misalnya,
perampingan atau penggabungan).

n Penerapan kebijakan perekrutan dan pelatihan baru
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Pada tahun 1996, pada Konferensi Komitmen Pemerintah Nasional, pemerintah Afrika Selatan bertekad mengurangi pengeluaran militer dan
mengalihkan alokasi sumber daya untuk pemberdayaan wanita mengingat fakta bahwa wanita merupakan bagian terbesar dari masyarakat miskin.
Pada konferensi ini, ketua konferensi menyampaikan imbauan ini: ’Kita harus meminta departemen-departemen pemerintah untuk membuktikan
apa yang mereka katakan, untuk mengurangi pengeluaran di bidang pertahanan untuk pembelian korvet yang masing-masing berharga 434 juta Rand,
kapal selam yang masing-masing berharga 1,1 milyar Rand, dan para jenderal yang masing-masing menghabiskan dana 464.638 Rand per tahun.’

Dalam debat tentang Anggaran Pertahanan dan Intelijen pada tahun 1995, Joe Nhlanhla, Menteri Intelijen, dikutip mengatakan: ‘Ancaman terbesar
di masa depan bagi rakyat Afrika Selatan adalah kemiskinan, pengangguran, tiadanya tempat tinggal dan layanan kesehatan yang tidak memadai.
Sepanjang menyangkut Afrika Selatan, tidak ada ancaman militer dari luar yang dapat diperkirakan.  Dengan demikian, suatu analisis ancaman
yang realistis memungkinkan suatu negara yang demokratis mengalihkan alokasi sumber daya dari lembaga keamanan ke pembangunan sosio-
ekonomi.’ Kebijakan Kongres Nasional Afrika (ANC, African National Congress), seperti terlihat pada Buku Putih tentang Pertahanan dan pada Kajian
Ulang Pertahanan, mengulang-ulang pemahaman ini.

Laporan CEDAW tahun 1998 dari Komite Tetap Gabungan untuk Perbaikan Kualitas Hidup dan Status Wanita menyatakan: ‘Sehubungan dengan
Anggaran, salah satu komitmen utama pemerintah dalam Rencana Aksi Beijing pada tahun 1996 adalah mengurangi dan mengalihkan alokasi
pengeluaran militer untuk mendukung kemajuan ekonomi wanita.  Pada saat ini, Afrika Selatan sedang menyiapkan persetujuan 30 milyar Rand
sehubungan dengan Pertahanan sementara Buku Putih Pertahanan itu sendiri menyatakan bahwa ancaman utama yang melumpuhkan demokrasi
bangsa kita yang baru timbul adalah kemiskinan dan kejahatan, dan bukan ancaman dari luar terhadap Republik ini.  Ini hanyalah salah satu contoh
nyata pemrioritasan kembali yang harus dilakukan di dalam dan antara departemen-departemen.’ Bila komitmen ini sudah diberlakukan, sumber daya
untuk menangani kemiskinan, HIV/AIDS dan kekerasan akan dapat berdampak yang besar untuk menyelamatkan nyawa dalam jumlah besar.

Versi suntingan pidato Yang Mulia Pregs Govender (Anggota Parlemen dari ANC), pada Pertemuan Puncak Pusat Keadilan Gender (CGE, Center
for Gender Equity) tanggal 6 Agustus 2001.33

Kotak 4 Dari penyusunan anggaran gender sampai pengeluaran militer: jembatan
yang terlalu jauh?



untuk memprofesionalkan dan memodernkannya.

n Pendukungan perubahan budaya sehingga
kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya
tidak dilibatkan (misalnya, kelompok etnis atau
agama, wanita, dll.) dimasukkan dalam pasukan
keamanan dan lembaga-lembaga keamanan peka
terhadap kebutuhan mereka.

Banyak usaha telah dilakukan pada tingkat kebijakan
untuk menjamin agar wanita dapat ikut berpartisipasi
dalam angkatan pertahanan.  Namun demikian,
keterlibatan wanita dan kelompok-kelompok
terpinggirkan lainnya ke dalam angkatan bersenjata
dan lembaga-lembaga pertahanan lainnya harus
disertai dengan perubahan di dalam sektor pertahanan
itu sendiri.  Pengarusutamaan gender tidak bisa
menjadi kegiatan yang formulaik, yang didalamnya
orang yang beragam dimasukkan begitu saja ke dalam
struktur yang sudah ada dan status quo secara umum
dipertahankan.  Walaupun partisipasi wanita semakin
meningkat, reformasi kelembagaan harus dilakukan
untuk menjamin agar lingkungan lembaga menjadi
peka terhadap gender. 

Perekrutan, retensi dan kemajuan wanita

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh NATO
pada tahun 2000, Helena Carreiras menemukan
bahwa 70% dari wanita masih terkonsentrasi pada
layanan pendukung.  Hanya 7% menempati jabatan di
bidang yang lebih operasional.  Partisipasi wanita pada
jabatan operasional sangat dipengaruhi oleh
karakteristik organisasi militer, terutama ‘Perbandingan
Pewajib Militer’.  Penelitian ini menunjukkan bila suatu
kekuatan semakin mengandalkan personil sukarela,
semakin besar persentase personil wanitanya.35

Kekuatan pertahanan harus meningkatkan kemam -
puan mereka merekrut dan mempertahankan wanita,
orang yang berasal dari etnis-etnis yang berbeda, dan
orang yang berasal dari semua seksualitas.  Hal ini
akan mengakibatkan pengakuan beberapa hambatan
terhadap perekrutan dan retensi kelompok-kelompok
yang kurang terwakili serta perumusan kebijakan dan

prosedur pembetulan.

Penetapan target

Kebijakan sumber daya manusia kekuatan pertahanan
nasional harus menetapkan target dan jangka waktu
yang jelas yang dapat dipantau untuk mengadakan
kekuatan pertahanan yang lebih beragam.  Target ini
harus disesuaikan dengan target yang ditetapkan
secara internasional, regional dan nasional untuk
keterwakilan gender.  Misalnya, target yang ditetapkan
oleh Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC)
untuk keterwakilan wanita adalah 30%.  Bagaimana
mencapai target ini dan mekanisme untuk menca -
painya harus ditetapkan dalam proses-proses
pe ren canaan para departemen pertahanan.  Rencana
ini harus dikaji ulang secara terus-menurus oleh
departemen pertahanan, komisi-komisi gender dan
para komite pengawasan parlementer untuk mem -
pertimbangkan secara tepat pada waktunya hambatan
yang dihadapi dan perubahan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut.

Sampai saat ini, target 30% belum tercapai oleh
negara-negara Afrika Selatan, yang menunjukkan
bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan dalam
hal ini.  Komite Wanita dalam Pasukan NATO secara
berkala menerbitkan data statistik perbandingan
tentang partisipasi wanita dalam angkatan bersenjata,
serta data tentang kriteria penerimaan di akademi
militer, ketentuan cuti maternitas/paternitas, akses
wanita atas pangkat jenderal dan jumlah jenderal
wanita, akses wanita atas penugasan di kapal selam
dan jabatan tempur, dan persentase personil wanita
yang digelar dalam misi.36 Kawasan lainnya harus ikut
melakukan pengumpulan dan penyebaran data ini,
karena data ini sendiri dapat menimbulkan tekanan
terhadap negara-negara untuk melakukan usaha yang
lebih terencana untuk mencapai keterwakilan pria dan
wanita yang seimbang.

Perekrutan

Untuk mencapai target perekrutan wanita diperlukan
kampanye perekrutan yang khusus ditujukan pada
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Gambar 4 Persyaratan kebugaran jasmani angkatan bersenjata Amerika Serikat 38

Angkatan Persyaratan skor sempurna 300 menurut jenis kelamin dan kegiatan

Pria Wanita

Marinir 20 kali pull-up

100 kali sit-up

lari 3 mil dalam 18 menit

70 detik bergantung dengan lengan ditekuk

100 kali sit-up

lari 3 mil dalam 21 menit

Angkatan Darat 75 kali push-up

80 kali sit-up

lari 2 mil dalam 13 menit

46 kali push-up

80 kali sit-up

lari 2 mil dalam 15,35 menit

Angkatan Laut 67 kali push-up

100 kali curl-up

lari 1,5 mil dalam 8 menit 10 detik

67 kali push-up

100 kali curl-up

lari 1,5 mil dalam 8 menit 10 detik
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wanita.  Misalnya, kampanye yang dilakukan di seko -
lah-sekolah dan melalui media harus mengi dentifikasi
mengapa jabatan wanita dihargai dan kesempatan-
kesempatan yang dapat mereka capai.  Kampanye
perekrutan Inggris pada tahun 1990-an meng -
gambarkan seorang prajurit wanita yang membantu
wanita korban pemerkosaan dalam suasana pepe -
rangan.  Menurut Brown, ‘pada masa pasca-Perang
Dingin, personil militer wanita dapat memainkan peran
khusus baru yang spesifik bagi mereka sebagai wanita
dan sebagai pelaku rawat dan pelindung wanita
lain’.37Walaupun dirancang untuk menarik minat
wanita, kampanye perekrutan harus menggambarkan
wanita dalam berbagai fungsi yang berbeda – sebagai
pilot, komandan angkatan laut, perwira – yang
menunjukkan bahwa wanita dapat mencapai kema -
juan melebihi fungsi layanan pendukung biasa.

Seleksi

Kriteria seleksi harus dievaluasi untuk menjamin agar
kriteria tersebut tidak diskriminatif.  Seleksi biasanya
dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan,
pengalaman dan tes kebugaran dasar.  Memastikan
kriteria seleksi memenuhi kebutuhan aksi jabatan

tertentu dan terdapat standar tes fisik yang berbeda
untuk pria dan wanita – dengan standar yang secara
realistis dapat dicapai wanita – merupakan faktor
pendukung utama perekrutan wanita.  Misalnya, setiap
cabang dalam angkatan bersenjata AS menetapkan
persyaratan tes kebugaran fisik yang berbeda untuk
pria dan wanita (lihat Gambar 4).

Namun demikian, praktik terbaik dalam seleksi harus
berfokus pada  standar yang dipenuhi setelah pela -
tihan, bukan berfokus pada persyaratan awal.  Hal ini
menghasilkan kondisi yang lebih adil untuk semua
orang.

Kemajuan

Banyak lembaga militer masih membatasi peran apa
yang dapat dimainkan para wanita dan menerapkan
langit-langit pada tingkat kemajuan wanita dalam
jabatan pembuat keputusan militer.  Kebijakan yang
melarang wanita menempati jabatan tempur atau
mencapai pangkat tertinggi harus dikaji ulang dan
diganti.

Kotak 5 Peningkatan perekrutan dan retensi wanita di angkatan bersenjata Hungaria 39

Hungaria berhasil meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan bersenjatanya dari 4,3% pada tahun 2005 menjadi 17,56% pada tahun 2006.
Sejak jabatan tempur dibuka bagi wanita pada tahun 1996, wanita dapat menempati semua jabatan apa pun dalam angkatan bersenjata Hungaria.

Strategi Hungaria untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran personil wanita meliputi:

n Undang-Undang Dinas Militer yang menegakkan hak setara pria dan wanita dan menjamin kenaikan pangkat non-diskriminatif berdasarkan
keterampilan profesional, pengalaman, prestasi kerja dan masa tugas.

n Tim Kesempatan yang Sama dan Rencana Kesempatan yang Sama yang dibuat dalam bagian sumber daya manusia.

n Komite tentang Wanita dalam Kekuatan Pertahanan Hungaria dibentuk pada tahun 2003 untuk menjamin persamaan kesempatan bagi pria dan
wanita.  Komite tersebut melakukan penelitian dan mengadakan pertemuan dengan para personil militer wanita untuk mengumpulkan
pengalaman-pengalaman mereka, yang digunakan untuk membuat analisis tentang status kesetaraan gender, termasuk masalah-masalah yang
dihadapi dan usulan perubahan.

n Jaringan staf penghubung wanita dibentuk pada tingkat satuan.

n Langkah-langkah untuk meningkatkan keadaan tempat istirahat (W.C./kamar mandi) dan kesehatan pada tingkat satuan.

Komisi Kesamaan Kesempatan Kerajaan Inggris (sekarang menjadi bagian dari Komisi Kesetaraan dan HAM) adalah lembaga publik bebas yang
diamanatkan untukbertugas melakukan penghapusan diskriminasi dan memajukan kesamaan kesempatan antara wanita dan pria.

Pada tahun 2004, setelah beberapa kasus pelecehan seksual yang menggemparkan dan banyaknya pengaduan, Komisi tersebut memulai
penyelidikan resmi atas pelecehan seksual terhadap wanita yang bertugas dalam angkatan bersenjata.  Penyelidikan ini ditangguhkan dengan syarat
dilaksanakannya Perjanjian dan Rencana Aksi untuk Mencegah dan Menangani Pelecehan Seksual Secara Efektif dalam Angkatan Bersenjata.
Rencana Aksi tersebut terdiri dari tiga tahap, selama tiga tahun:

n Pemeriksaan dan pengumpulan data.

n Jangka waktu bagi Kementerian Pertahanan untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan dan menyampaikan program kerja pada masa depan,
yang mencakup hasil dan sasaran yang akan dicapai, kepada Komisi untuk disetujui.

n Tahap pelaksanaan dan pemantauan.

Rencana Aksi tersebut secara khusus meliputi pelaksanaan survei pelecehan seksual, pengadaan pertemuan dengan kelompok-kelompok fokus,
penentuan standar untuk pencatatan pengaduan pelecehan seksual, pengangkatan analis external untuk menilai penanggulangan pengaduan, dan
peningkatan jumlah pelatih wanita.  Pada bulan Juni 2008, Komisi ini akan melakukan pengkajian akhir atas kinerja Kementerian Pertahanan dan
angkatan bersenjata untuk menentukan apakah mereka berhasil melakukan reformasi sebagaimana diwajibkan oleh Persetujuan tersebut, termasuk
mencapai hasil yang disepakati.

Kotak 6 Komisi Kesamaan Kesempatan Kerajaan Inggris dan pelecehan seksual di
angkatan bersenjata40



Wanita harus mendapat kesempatan pendidikan dan
pelatihan yang diperlukan untuk memberi mereka
kualifikasi untuk kemajuan.  Wanita juga harus men -
dapat mekanisme dukungan kelembagaan untuk
mem bantu kemajuannya.  Yang lebih penting, wanita
yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diper -
lukan harus diberi kesempatan untuk me    man    faatkannya.
Kebijakan tindakan afirmatif untuk ke  naikan pangkat
wanita ke dalam struktur pembuat keputusan harus
diterapkan. Selain itu, harus ada informasi yang jelas,
transparan dan tersedia secara luas untuk penilaian
prestasi dan untuk kriteria pro mosi.  Kriteria promosi juga
harus memper timbang kan keterampilan khusus yang
dimiliki personil ke ku atan pertahanan wanita.

Menciptakan lingkungan yang kondusif

Strategi khusus harus disusun bukan hanya untuk
merekrut, tapi juga untuk mempertahankan wanita
dalam angkatan pertahanan.  Gaji yang sama untuk
pekerjaan yang sama dan akses atas insentif (pensiun,
subsidi, dll.) yang sama harus diterapkan.  Perhatian
harus diberikan agar terdapat fasilitas yang sesuai
untuk wanita di barak-barak dan agar seragam dan
peralatan juga sesuai dengan struktur fisik mereka.

Pada umumnya, para wanita masih memikul sebagian
besar tanggung jawab keluarga.  Kebijakan yang
ramah wanita dan keluarga cukup berhasil menarik
minat dan mempertahankan wanita, misalnya:
memberikan fasiltias perawatan dan penitipan anak,
mengizinkan orang tua untuk bekerja dengan jam kerja
fleksibel, dan cuti maternitas dan paternitas.
Komitmen keluarga juga bisa menyulitkan wanita
untuk ditempatkan di luar kampung halamannya,
apalagi ditugaskan di luar negeri, dan hal ini
mempengaruhi kesempatan untuk mendapat kenaikan
pangkat mereka dan sering menjadi salah satu faktor
yang membuat mereka mengundurkan dirinya dari
kekuatan pertahanan.  Karena itu, cara-cara yang lebih
kreatif harus digunakan untuk mengatasi masalah ini,
misalnya, dengan menjamin supaya keluarga mereka
cukup dipelihara selama mereka bertugas, dan bahwa
orang tua yang sedang bertugas dapat mengambil cuti
pulang menemui keluarga mereka.

Untuk mempertahankan para wanita, angkatan
pertahanan harus memberikan lingkungan kerja yang
positif.  Setidaknya, mereka harus menjamin bahwa:

n Iklim kerja di angkatan bersenjata menghambat
pelecehan seksual dan penstereotipan wanita.

n Para anita didorong untuk memainkan peran
pemimpin dan mengambil berbagai tugas, termasuk
fungsi-fungsi operasional.

n Terdapat forum yang didalamnya personil wanita
dapat menangani pengaduan pribadi atau
pengaduan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kebijakan dan mekanisme reformasi lembaga

Semua kebijakan kekuatan pertahanan harus dikaji
ulang untuk menjamin agar kebijakan tersebut peka
terhadap gender.  Audit gender bisa menjadi proses
yang berguna untuk mempengaruhi proses pengkajian
ulang kebijakan.

Kebijakan tertentu juga harus diterapkan tentang isu-
isu seperti eksploitasi dan penganiayaan seksual,
pelecehan seksual dan kesetaraan kesempatan.
Kebijakan ini harus disosialisasi sehingga para pekerja
menyadari hak dan tanggung jawab mereka.
Kekuatan pertahanan harus menggunakan
pendekatan ‘toleransi nol’ terhadap pelecehan seksual
serta eksploitasi dan penganiayaan seksual, dan
menjamin supaya para pelanggar dijatuhi disiplin.
Kebijakan ini harus memberikan perlindungan kepada
whistle-blowers (para peniup peluit) dan menerapkan
prosedur pengaduan, penyelidikan dan penjatuhan
hukuman yang jelas dan independen.  Saluran telepon
hotline untuk melaporkan kasus pelecehan seksual
dan penganiayaan seksual sangat dianjurkan (lihat
Kotak 6).

Untuk mengarusutamakan gender ke dalam lembaga,
harus ditetapkan titik fokus gender dan direktorat
Kesempatan yang Sama, dengan mandat yang jelas.
Departemen-departemen ini harus diberi wewenang,
keuangan dan kemampuan yang cukup untuk
melaksanakan mandatnya.  Kekuatan pertahanan juga
dapat mempertimbangkan Konferensi Perdamaian
Wanita tahunan, seperti yang diadakan di Afrika
Selatan, yang didalamanya para wanita dari militer dan
masyarakat sipil berkumpul untuk membicarakan dan
menyusun agenda perdamaian bersama.

Kode perilaku

‘Saya akan memperlakukan semua orang dengan
adil dan menghormati hak-hak dan martabat mereka,

tanpa memperhatikan ras, etnis, gender, budaya,
bahasa atau orientasi seksual mereka.’

Kode perilaku untuk para prajurit kekuatan
pertahanan Afrika Selatan yang berpakaian

seragam.41

Penyusunan dan pensosialisasian kode perilaku bisa
menjadi mekanisme penting untuk menanamkan
budaya baru dalam angkatan bersenjata dan untuk
mengiatkan lagi dan memperbarui pengabdian
angkatan bersenjata sesuai dengan prinsip-prinsip
yang ditentukan dalam kebijakan dan perundang-
undangan tentang pertahanan.  Kode perilaku
ke  kuatan pertahanan adalah kesempatan untuk:

n Menetapkan aturan dan standar perilaku yang
berkaitan dengan diskriminasi, pelecehan,
eksploitasi dan penganiayaan seksual.

n Memperkuat beratnya tindakan pelanggaran ini dan
dengan demikian membantu mengubah sikap-sikap
di kalangan personil kekuatan pertahanan.

n Menggarisbawahi baik tanggung jawab kriminal
perorangan maupun tanggung jawab komando atas
tindakan seperti ini dan menunjukkan bahwa tidak

Lihat Tool tentang Penilaian,

Pemantauan dan Evaluasi RSK 
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ada impunitas.

n Menunjukkan kepada rakyat bahwa kekuatan
pertahanan bertekad melindungi wanita dan anak-
anak dan mempromosikan partisipasi wanita
sehingga membangun kepercayaan.

Bila isu-isu seperti ini dimasukkan dalam kode
perilaku, hal ini harus tercermin dalam peraturan
kekuatan pertahanan yang menguraikan langkah-
langkah hukuman untuk pelanggaran yang berbeda.

Kode Perilaku untuk Aspek Keamanan Politik-Militer
dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa
(OSCE), walaupun tidak secara langsung menangani
isu-isu GBV atau diskriminasi berbasis gender,
mewajibkan para negara anggota untuk melaksanakan
praktik perekrutan yang sesuai dengan kewajiban dan
komitmen sehubungan dengan HAM dan kebebasan
dasar.42 Bila hal ini dihubungkan dengan standar
hukum internasional, Kode Perilaku tersebut
mewajibkan para negara anggota OSCE untuk me -
nying kirkan segala hambatan terhadap kenaikan
pangkat dan pengikutsertaan wanita dalam bidang
pertahanan.  Pasal 30 kode perilaku tersebut me -
wajibkan para negara anggota OSCE untuk
me  nga  jarkan hukum, peraturan, konvensi dan komit -
men internasional kepada para anggota ang katan
ber senjata, sehingga menjamin bahwa per sonil
tersebut menyadari bahwa mereka bertang gung jawab
secara pribadi atas tindakan-tindakan yang mereka
lakukan.

Kode perilaku ini dapat digunakan sebagai alat untuk
mendukung pelatihan militer mengenai GBV dan untuk
melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325.

Beberapa lembaga PBB dan kekuatan pertahanan
nasional telah menyesuaikan kode perilaku mereka
untuk memasukkan prinsip-prinsip tertentu yang
diuraikan dalam buletin Sekretaris Jenderal PBB
mengenai langkah-langkah khusus untuk perlindungan
terhadap eksploitasi dan penganiayaan seksual (lihat
Kotak 7).

‘Tujuan Sekretaris Jenderal menyebarkan buletin
mengenai perlindungan terhadap eksploitasi dan
penganiayaan seksual adalah untuk menjamin agar
semua kategori personil yang bertugas di bawah
bendera PBB akan benar-benar menyadari standar
perilaku yang diharapkan dari mereka, dan agar
standar tersebut mereka patuhi dalam upaya
pencegahan eksploitasi dan penganiayaan seksual.
Selain itu, Sekretaris Jenderal meng himbau Para
Negara Anggota supaya me ma sukkan prinsip-
prinsip inti yang diuraikan dalam buletin tersebut ke
dalam standar dan kode perilaku untuk angkatan
bersenjata dan kepolisian nasional mereka.’43

Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB
membentuk satuan-satuan perilaku dan disiplin pada
bulan November 2005 untuk memperkuat pertang -
gungjawaban dan menegakkan standar perilaku dalam
misi PBB.  Satuan perilaku dan disiplin tersebut
berperan sebagai mekanisme pengawasan tambahan
untuk personil PBB, di luar struktur negara yang
mengirimkan pasukan.  Melalui satuan perilaku dan
disiplin ini, pelatihan umum tentang pencegahan
eksploitasi dan penganiayaan seksual sudah menjadi
kewajiban untuk semua personil pemeliharaan
perdamaian; prosedur penyelidikan pelanggaran
sedang dibakukan; dan pangkalan data global me -
ngenai tuduhan dan kasus pelanggaran akan

Ghana selalu menyumbangkan pasukan pada misi PBB dan telah mengutamakan pemaduan ketentuan dan peraturan PBB yang menetapkan
standar perilaku untuk angkatan bersenjata dalam operasi dukungan perdamaian ke dalam kode perilaku nasional mereka.  Rangkuman berikut ini
diambil dari Kode Perilaku angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Ghana:

Eksploitasi dan Penganiayaan Seksual 
Hal-hal berikut ini harus dihindari:
Segala imbalan uang, kerja, barang atau jasa untuk hubungan seksual
Segala jenis kegiatan seksual dengan anak-anak (orang berusia di bawah 18 tahun) 
Segala bentuk penghinaan, pelecehan atau perilaku eksploitatif
Segala imbalan seksual atas bantuan yang diberikan
Segala jenis pelanggaran seksual yang merusak citra, keterpercayaan, kenetralan atau kejujuran pasukan Anda

Disiplin
Tunjukkan standar disiplin yang tinggi.  Semua tindakan pelanggaran disiplin harus dilihat sebagai tindakan yang merusak kekompakan pasukan dan
pelanggar akan dihukum berat.

Hubungan Pria/Wanita
Harus didukung terjadinya interaksi yang sehat dan profesional antara pria dan wanita.  Tidak didorong terjadinya hubungan tak bermoral di antara
personil pasukan.

Aturan untuk Kode Perilaku
Tidak boleh melakukan tindakan tak bermoral seperti penganiayaan atau eksploitasi seksual, fisik atau psikologis.  Hormati dan hargai HAM semua
orang
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dio pe rasikan pada akhir tahun 2007.44

Pelatihan

Kursus pelatihan di sektor pertahanan juga harus
memasukkan pelatihan tentang ketanggapan gender,
akibat-akibat konflik bergender, dan pengarusutamaan
gender pada semua tingkatan untuk semua personil.
Semua personil harus mengenal apa itu gender dan
mengapa gender penting, dan juga bagaimana
kesetaraan gender meningkatkan kinerja kekuatan
pertahanan.

Menurut kesimpulan dari pertemuan para pejabat dari
22 negara yang menyumbangkan pasukan dan polisi,
rencana latihan sebelum penggelaran untuk
pemeliharaan perdamaian harus:

n Memasukkan pelatihan untuk menangani hambatan
bahasa, ketanggapan budaya, tanggung jawab
warga negara, HAM dan kesadaran gender.

n Melibatkan pakar gender yang tersedia di
negaramasing-masing dalam kementerian urusan
wanita/gender atau LSM wanita untuk mendukung
pelatihan sebelum penggelaran.

n Memadukan kesadaran gender dalam kurikulum
yang membentuk pendidikan jangka panjang
personil militer untuk menjamin dampak yang
berkelanjutan.

n Memberikan keterampilan dasar kepada perwira
militer wanita untuk meningkatkan peluang penu -
gasan mereka untuk pemeliharaan perdamaian.

n Memasukkan penilaian secara berkala atas hasil-
hasil pelatihan untuk mengenali dan memperbaiki
kesenjangan pelatihan dan kebutuhan dukungan
lainnya.46

Personil yang bekerja dalam program perlucutan,
demobilisasi dan reintegrasi (DDR) sangat mem -
butuhkan pelatihan gender agar dapat mengakui dan
memenuhi kebutuhan para bekas penempur wanita
dan wanita yang terkait dengan kelompok-kelompok
bersenjata, dan para prajurit anak lelaki dan anak
perempuan.  Maskulinitas juga harus dipertimbangkan
untuk menjamin agar pria didukung untuk berubah dari
identitas ksatria menuju peran yang lebih sesuai, dan
untuk melibatkan pria dalam pencegahan GBV (lihat
Kotak 8).47

4.4 Pemaduan gender ke dalam
reformasi pertahanan tingkat
masyarakat

Perubahan reformasi pertahanan pada tingkat sosial
ha rus mencakup perubahan cara masyarakat me man -
dang kekuatan pertahanan dan peningkatan kerja sama
antara angkatan pertahanan dan masyarakat sipil.

Partisipasi wanita dalam kekuatan pertahanan
dipengaruhi oleh pandangan masyarakat secara
keseluruhan tentang sektor pertahanan: sebagai
tempat untuk pembentukan maskulinitas dan bukan
tempat yang cocok bagi wanita.  Karena itu,
perubahan sosial adalah syarat mutlak bagi keber -
hasilan perekrutan dan retensi wanita dalam angkatan
bersenjata.  Namun demikian, ini bukan suatu proses
perubahan yang berurutan dalam masyarakat terlebih
dahulu dan kemudian perubahan dalam lembaga
militer.  Perubahan budaya militer dan peningkatan
partisipasi wanita juga menghasilkan perubahan cara
masyarakat memandang lembaga militer.

Angkatan Bersenjata Afrika  Selatan menerbitkan
sebuah majalah yang berjudul ‘Prajurit’ yang secara
berkala menampilkan berbagai peran berbeda yang
dimainkan wanita dalam angkatan pertahanan.  Hal ini
cukup menantang stereotipe wanita dalam angkatan
pertahanan. Menonjolnya peran wanita dalam
angkatan pertahanan harus selalu ditampilkan di
media agar persepsi masyarakat berubah.  Dengan
demikian, akan semakin terlihat nilai tambah yang
diberikan wanita dalam reformasi pertahanan.

Kekuatan pertahanan harus menjangkau organisasi-
organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam
perdamaian dan keamanan untuk mengetahui
bagaimana meningkatkan kemampuan  menan g gu la -
ngi ancaman keamanan dengan memanfaatkan
partisipasi masyarakat.  Pasukan keamanan baru di
negara-negara pasca konflik harus memanfaatkan
keahlian kelompok-kelompok wanita yang sudah
sering menangani konflik untuk memberikan ke a -
manan bagi wanita dan anak-anak serta mem bangun
perdamaian.  Mereka dapat memberikan gam baran
mengenai penderitaan masyarakat, ter u tama wanita
dan anak-anak, dan pada gilirannya dapat berperan
se bagai mekanisme pemantau untuk men jamin agar
strategi yang disepakati memang dilaksanakan.  Ke -
sepakatan ini memberikan legitimasi kepada kekuatan
per tahanan dan mempromosikan praktik yang de mo k -
ratis di sektor pertahanan.

5Memadukan gender ke
dalam reformasi pertahanan
dalam konteks tertentu

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Reformasi pertahanan adalah aspek penting dari
stabilisasi pasca-konflik, di mana dalam banyak kasus

Lihat Tool tentang Pengawasan

Masyarakat Sipil atas Sektor

Keamanan dan Gender

Lihat Tool tentang Pelatihan

Gender untuk Aparat Keamanan
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DDR para bekas penempur menjadi prioritas yang
mendesak.  Untuk negara-negara pasca-konflik, refor -
masi pertahanan harus menangani seluruh empat 'A':
appropriateness (kesesuaian), accountability (pertang -
gungjawaban), affordability (kelayakan) dan adequacy
(kecukupan).  Ini menunjukkan reformasi politik, eko -
no mi, lembaga dan sosial yang signifikan.  Karena
wa nita adalah partisipan sekaligus korban dari konflik,
kebutuhan dan peran khusus mereka harus diper -
hatikan dan partisipasi penuh mereka dijamin dari
per mulaan proses perdamaian dan selama proses
DDR dan RSK.

Melibatkan para wanita dalam proses DDR di
Republik Demokratis Kongo

Republik Demokratik Kongo (DRC) masih dalam
proses pelaksanaan DDR dan penyusunan kerangka
kebijakan untuk lembaga-lembaga pertahanan baru.

DRC telah terlibat dalam konflik sejak mendapatkan
kemerdekaan pada tahun 1960.  Kekuatan Per ta ha nan
rezim Mobutu Sese Seko bersifat patrimonial, par tisan,
tak bertanggung jawab, dan terlibat dalam banyak
pelang garan HAM.  Dalam konflik setelah ditum bang -
kannya Mobutu, lebih dari 3,8 juta orang diperkirakan
tewas, 49 dan kekerasan di DRC terus berlanjut.

Reformasi Pertahanan dan Gender
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Selama lebih dari sepuluh tahun, Dana Kependudukan PBB (UN Population Fund) telah mendukung proyek-proyek yang ditujukan untuk
mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan personil angkatan bersenjata.  Proyek-proyek ini telah dilaksanakan oleh angkatan
bersenjata berbagai negara mulai dari Benin, Ekuador, Madagaskar, Mongolia dan Paraguay sampai Ukraina.  Proyek-proyek ini terdiri dari komponen-
komponen kuat pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang berbagai isu, seperti pencegahan HIV/AIDS, kesehatan ibu dan GBV.

Ekuador: Kesehatan Seksual dan Reproduksi untuk Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Nasional (1999-2001)

Ini adalah tahap kedua dari sebuah proyek yang dimulai dengan memusatkan perhatian pada peningkatan kesehatan ibu.  Proyek ini ditujukan pada
para siswa muda di sekolah-sekolah militer, para pewajib militer dan para perwira melalui prakarsa yang berbeda:

n Memasukkan isu-isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum sekolah militer.

n Memberikan pelatihan kepada para instruktur tentang bagaimana mengajarkan isu-isu ini, termasuk metode pengajaran partisipatif.

n Program pendidikan orang tua, termasuk diskusi mengenai harga diri, perubahan psikologis dan biologis selama masa remaja dan penyelesaian
konflik.

n Memadukan isu-isu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, seksualitas dan cinta ke dalam kurikulum latihan militer untuk para pewajib militer
dan para perwira.  Juga menerapkan teknik pengajaran partisipatif.

n Memberikan berbagai layanan kesehatan reproduksi, termasuk vasektomi.

Hasilnya adalah peningkatan signifikan permintaan vasektomi, suatu kejadian langka di negara yang didalamnya pembicaraan tentang topik ini
sering dianggap tabu.  Selain itu, telah dilaporkan juga penurunan tingkat kesuburan di kalangan peserta program.

Pelajaran yang didapat meliputi:

n Dukungan dan sokongan yang lebih besar pada pangkat militer tertinggi dan di kalangan komandan pangkalan militer akan memperkuat proyek.

n Dalam konteks militer di mana tingkat perputaran yang tinggi adalah hal yang umum, pelatihan harus diberikan secara berkelanjutan agar efektif.

n Kemampuan pelatihan harus ditingkatkan untuk menghindari ketergantungan pada konsultan eksternal.

n Metode pengajaran partisipatif, seperti drama, permainan, audiovisual dan latihan tertulis, merangsang kehadiran dan diskusi kelas.

n Penggunaan bahan-bahan pendidikan yang sudah ada dan berbagi pelajaran yang didapat dengan proyek pendidikan seksualitas lainnya –
seperti proyek yang diadakan Kementerian Pendidikan – membantu mengurangi biaya dan kemubaziran.

n Perluasan cakupan layanan kesehatan reproduksi selain keluarga berencana dapat memperluas basis klien dan membantu mendorong perilaku
memperhatikan kesehatan pria.

n Perhatikan kebutuhan khusus kawasan bersangkutan (dalam hal ini, kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi dan tingkat kejadian penyakit
kanker yang tinggi pada wanita) sebagai cara untuk mencari titik mula yang efektif di bidang kesehatan reproduksi dan seksual.

n Menjamin ketersediaan komoditas kesehatan reproduksi yang berkelanjutan, termasuk kondom, merupakan aspek penting dari proyek ini.
Penugasan prajurit dan perwira muda untuk membeli kondom di apotek komersial bukanlah strategi yang tepat.

n Konsep kesetaraan gender dapat dipelajari, bahkan di lembaga yang biasanya didominasi pria seperti angkatan bersenjata.  Namun demikian,
kesetaraan gender masih menjadi konsep abstrak bila dipisahkan dari isu kesehatan dan hak seksual dan reproduksi.

n Strategi yang tepat untuk melaksanakan proyek ini adalah dengan memadukan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi ke dalam akademi-
akademi pelatihan untuk perwira, perwira menengah dan pewajib militer, bukan dengan membatasinya pada para siswa di sekolah militer.

n Pemantauan dan evaluasi sangat penting untuk perancangan proyek, yang memerlukan penyusunan anggaran sumber daya manusia dan
keuangan, tanggung jawab pengawasan dan indikator evaluasi.

Kotak 8 Pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi bagi personil angkatan
bersenjata 48



Di mana para wanita?
Laporan mengenai viktimisasi dan kekerasan terhadap
wanita selama konflik DRC sangat banyak.
Diperkirakan lebih dari 40.000 wanita dan anak
perempuan diperkosa oleh para prajurit (termasuk
sebagian personil pemelihara perdamaian) dan wanita
serta anak perempuan diculik untuk bekerja sebagai
budak seks, kuli, tukang masak dan petugas
kebersihan.50 Wanita dan anak-anak juga menjadi
penempur, baik karena terpaksa maupun secara
sukarela, dalam berbagai faksi bersenjata.  Selain itu,
para wanita membentuk berbagai kelompok yang
melakukan lobi untuk mengakhiri konflik.

Namun demikian, ketika proses perdamaian dimulai,
wanita tidak terlihat lagi.  Mereka menuntut dilibatkan
dalam Dialog Antar-Warga Kongo, tapi dalam dialog ini
wanita hanya 10% dari delegasi yang hadir.  Kurangya
keterlibatan wanita ini diikuti oleh tingkat keterwakilan
wanita yang rendah dalam struktur pembuat
keputusan selama masa transisi dan setelah pemilihan
umum tahun.

Wanita dan DDR
Di DRC, ribuan wanita dan anak perempuan yang
dikatakan pernah ‘mendampingi penempur pria’
terpinggirkan dalam proses DDR dan kebutuhan
mereka diabaikan.  Schroeder mencatat pada tahun
2005 orang-orang yang memenuhi syarat sebagai
‘kelompok sasaran’ untuk mendapat tunjangan DDR
umumnya adalah pria bersenjata, dengan sedikit
perhatian yang diberikan pada kelompok aktor yang
jauh lebih besar yang tidak memiliki karakteristik, ke -
butuhan atau kerentanan yang sama.51 Persyaratan
bahwa orang harus memanggul senjata agar
memenuhi syarat untuk perlucutan senjata menga -
baikan peran tak bersenjata yang dimainkan wanita
dalam konflik bersenjata.  Stereotipe peran wanita
dalam konflik bersenjata belum hilang dan meng -
hambat keinginan wanita untuk maju dan
me nam pilkan diri mereka untuk perlucutan senjata,
dan menghambat mereka yang terlibat dalam proses
DDR dalam mengidentifikasi para wanita dan anak
perempuan sebagai kelompok yang perlu dimasukkan.

Pada gilirannya, tidak dilibatkannya wanita dalam
proses DDR membatasi kesempatan mereka untuk
dipadukan dari faksi bersenjata ke dalam tentara
nasional.  Sampai saat ini, hanya 1.271 wanita yang
telah dipadukan ke dalam tentara nasional Kongo, dan
hanya 2.584 wanita yang telah didemobilisasi dan
direintegrasikan ke dalam masyarakat mereka.

Masa rekonstruksi pasca-konflik memberikan
kesempatan unik untuk mengubah peran gender yang
telah ditetapkan dan untuk mengarusutamakan
gender.  Dalam proses DDR DRC, ini pada hakikatnya
merupakan kesempatan yang terabaikan.

!! Kiat dan pelajaran yang didapat

n Wanita perlu dilibatkan dalam forum pembuatan
keputusan sejak awal proses perdamaian sehingga

kebutuhan mereka teridentifikasi dan diperhatikan.

n Pakar dan keahlian gender harus dikerahkan dalam
proses  perencanaan, perancangan, pelaksanaan
dan penilaian DDR.  Data yang dipisahkan menurut
gender harus dikumpulkan dan digunakan untuk
menyusun gambaran yang jelas mengenai bekas
penempur masing-masing, tanggungan mereka, dan
orang lain yang terkait dengan kelompok-kelompok
bersenjata.  DDR harus mem  pertim bangkan ke bu -
tuh an yang berbeda dari semua kelompok ini.
Standar Demobilisasi dan Reintegrasi Terpadu
UNDDR dan Daftar Periksa Perlucutan, Demobilisasi
dan Reintegrasi Sadar-Gender UNIFEM adalah alat
rujukan penting untuk perencanaan program DDR
dengan cara yang peka terhadap gender.

n Semua staf DDR harus mendapat pelatihan yang
berkaitan dengan isu gender sehingga mereka
dapat merencanakan, melaksanakan dan menilai
program dengan cara yang peka terhadap gender.

n Usaha penyuluhan, pelatihan dan peningkatan
kesadaran masyarakat harus diperluas hingga
mencakup para pemimpin, organisasi dan
pendukung wanita mengenai aspek teknis dan
prosedural dari proses DDR untuk menjamin agar
para wanita berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan dan memahami keterlibatan mereka.52

n Proses-proses harus ditetapkan supaya kelompok-
kelompok wanita dan para bekas penempur wanita
bisa melaporkan informasi tentang para pelaku
GBV. Informasi ini harus digunakan untuk me nya -
ring para calon yang ingin bergabung dengan
ang katan bersenjata nasional, dan juga untuk
penuntutan.

n Menyusul konflik, mekanisme untuk memberikan
keadilan bagi orang yang telah mengalami
kekerasan seksual menjadi prioritas utama,
termasuk penuntutan para pelaku dan atasan
mereka yang bertanggung jawab, serta bantuan dan
pemulihan bagi korban.

5.2 Negara-negara dalam masa
transisi

‘Negara-negara dalam masa transisi’ adalah negara
yang baru saja terlepas dari rezim represif, dan yang
lembaga demokrasinya masih rapuh. RSK mungkin
diperlukan untuk membantu menata demokrasi dan
mem bangun budaya yang menghargai hak.  Re for ma -
si pertahanan dalam konteks ini juga berkaitan dengan
peningkatan keterwakilan dan penguatan mekanisme
pengawasan.

Reformasi pertahanan di Afrika Selatan pasca-
konflik

Pada tahun 1994, Afrika Selatan mengalami transisi dari
ne gara apartheid menjadi negara demokrasi.  Wanita
men jadi bagian terpadu dari proses pembuatan ke pu -
tus an untuk membuat Undang-Undang Dasar yang
ba ru, yang didasarkan pada prinsip-prinsip non-dis kri mi -
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nasi, non-seksisme, HAM dan per  tang gung  ja wab an
demokratis.  Untuk menegakkan prinsip-prinsip ini,
Afrika Selatan melakukan se rang kaian proses restruk -
turisasi normatif dan institusional yang mencakup
diskriminasi positif (affirmative action) dan penga -
rusutamaan gender.  Reformasi Pasukan Pertahanan
Afrika Selatan (SANDF) dirancang untuk: menetapkan
kontrol sipil atas angkatan pertahanan; menyesuaikan
tujuan kekuatan pertahanan dengan tujuan peme -
rintahan baru; menciptakan angkatan bersenjata yang
non-partisan, non-seksis dan terpadu; dan mera -
sionalisir kekuatan pertahanan tanpa mengurangi
ke mampuan pertahanan.

Kebijakan Pertahanan, yang diterapkan pada tahun
1996:

n Dimulai dengan premis bahwa keamanan nasional
harus diperluas sehingga mencakup masalah
politik, ekonomi, sosial dan lingkungan’.53 Dengan
mengambil perspektif keamanan manusia, kebi -
jakan ini memandang ancaman terbesar bagi
negara berasal dari kemiskinan, kurangnya pem ba -
ngun an, dan tingkat kejahatan yang tinggi.

n Menetapkan kerangka dasar untuk kontrol
demokratis atas angkatan bersenjata: bahwa Men -
teri Pertahanan akan bertanggung jawab kepada
Parlemen, bahwa Parlemen akan menye tujui
Anggaran Pertahanan tahunan, dan bahwa Komite
Tetap Gabungan untuk Pertahanan akan dibentuk
oleh Parlemen untuk melakukan pengawasan.

n Menyatakan bahwa SANDF secara umum harus
mewakili seluruh rakyat Afrika Selatan dan
mengakui hak-hak wanita untuk bertugas pada
semua pangkat dan jabatan, termasuk peran
tempur’.54 Untuk mencapai tingkat keterwakilan ini,
Menteri Pertahanan ditugaskan melaksanakan
program aksi afirmatif dan kesempatan yang sama
serta membentuk Sub-Direktorat Gender di Depar -
temen Pertahanan (DoD). 

Peluang dan tantangan

Transisi Afrika Selatan memberikan kesempatan untuk
pemasukan kesetaraan gender sebagai sasaran
utama negara tersebut secara keseluruhan,
khususnya kekuatan pertahanan barunya.  Walaupun
SANDF cukup berhasil dalam proses transformasinya,
termasuk pemakukan wanita pada berbagai tingkat
pangkatnya, kekuatan pertahanan ini masih belum
berhasil mencapai keterwakilan wanita 30% (sasaran
yang ditetapkan pada Deklarasi Gender dan
Pembangunan Masyarakat Pembangunan Afrika
Selatan [SADC]) dan wanita masih menghadapi
banyak hambatan dalam usaha mereka mencapai
kesetaraan.

Pada tahun 2006, Audit Pengarusutamaan Gender
SANDF dilakukan.  Tabel berikut ini memperlihatkan
sangat kurangnya wanita dalam struktur pimpinan
puncak SANDF.  Tidak ada Letnan Jenderal wanita
dan hanya delapan Mayor Jenderal (yang juga
menjadi Direktur Utama Badan Transformasi SANDF).

Pada bulan Juni 2007, delapan Brigadir Jenderal

wanita baru diangkat, sehingga jumlah perwira tinggi
wanita menjadi 25 orang.55 Para wanita sudah me -
masuki jabatan teknis dan terampil, tapi proses
transformasinya masih lambat baik dalam hal jumlah
maupun perubahan budaya.

Walaupun DoD memiliki kerangka kebijakan untuk
pengarusutamaan gender dan memiliki Staf
Penghubung Gender, Forum Gender, Dewan
Penasihat Pengarusutamaan Gender, serta Badan
Peluang Setara dan Aksi Afirmatif, masih ada masalah
pelaksanaan kebijakan dan kemampuan lembaga.
Misalnya, laporan Audit menyatakan bahwa:

‘Umumnya terdapat kemampuan yang tidak memadai
untuk mendukung pengarusutamaan gender yang
efektif di Dephan.  Ini berkaitan dengan kemampuan
sehubungan dengan keterampilan, pengetahuan
(persyaratan kepatuhan hukum/kebijakan dan
kerangka teoretis) dan jumlah sumber daya manusia,
keuangan dan logistik yang disediakan untuk
pengkoordinasian penyusunan program gender dan
pemantauan kepatuhan di DoD.’56

Walaupun wanita ditugaskan dalam misi pemeliharaan
perdamaian, keterwakilan mereka sebagai atase
militer tidak berarti apa-apa.  Ini mengherankan karena
peran ini sangat disoroti sebagai peran di mana wanita
dapat memberikan sumbangan berharga bagi
pemeliharaan perdamaian.

Bagian utama dari penciptaan kesetaraan gender
adalah perubahan budaya organisasi.  Namun
demikian, para wanita di SANDF masih melihat terus
terjadinya seksisme dan pelecehan seksual, ku -
rangnya kesempatan yang setara untuk kenaikan
pangkat dan masih dominannya budaya macho.
Pelibatan wanita tidak otomatis mengubah ekspresi
patriarkat ini, dan aspek-aspek pengarusutamaan
gender inilah yang masih perlu benar-benar
diperhatikan oleh SANDF.

!! Kiat dan pelajaran yang didapat

n Keterwakilan wanita dalam meja-meja perundingan
demi tercapainya perdamaian merupakan faktor
penentu penting bagi peran mereka dalam
masyarakat baru yang sedang dibentuk.

n Perancangan kebijakan dan penetapan mekanisme
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Tingkat Pria Wanita Total
Total %

Perempuan

Manajemen Tingkat 15 2 17 11,6

Manajemen Tingkat 269 31 300 10,3

Manajemen Tingkat 6.595 1729 8.324 20,8

Profesional/ Trampil 17.484 7.270 24.654 29,5

Semua staf 59.668 17.301 76.969 22,5



lembaga untuk pengarusutamaan gender me -
rupakan kondisi yang diperlukan namun tidak cukup
untuk mewujudkan keadilan gender dalam kekuatan
pertahanan.  Kebijakan ini harus diso si ali sa sikan
dan pelaksanaannya dipantau.  Lem baga yang ingin
mencapai kesetaraan gender harus mendapatkan
cukup sumber daya manusia dan keuangan.

n Perubahan budaya lembaga adalah aspek paling
penting untuk pengarusutamaan gender di negara-
negara yang masih dalam masa transisi.  Namun
demikian, hal ini memerlukan waktu dan sumber
daya khusus.

5.3 Negara-negara maju

Reformasi pertahanan di negara-negara maju sangat
berkaitan dengan pembentukan angkatan bersenjata
yang sesuai dengan tantangan internasional baru
seperti perwujudan perdamaian dan pembangunan
perdamaian.

Reformasi pertahanan di Swedia

Reformasi  pertahanan di Swedia sekarang ini sudah
dimulai pada tahun 1998, dengan perubahan
komprehensif pada postur pertahanan negara yang
sebelumnya netral tersebut.  Rakyat Swedia ingin
melakukan transformasi dari angkatan pertahanan
melawan invasi menuju pertahanan operasional yang
mobil dan fleksibel, yang dapat mempertahankan
Swedia dan ambil bagian dalam operasi-operasi
internasional’. Fungsi ganda yang diperluas dari
kekuatan pertahanan Swedia ini telah terjadi di tengah
keterbatasan keuangan karena pengeluaran militer di
Swedia terus berkurang dari 2% dari PDB pada tahun
1999 menjadi 1,4% dari PDB pada tahun 2006.57

Personalia

Walaupun program wajib militer terbatas pada pria,
para wanita sudah masuk dinas militer di Swedia,
termasuk pelatihan perwira, sejak tahun 1980.  Ini
menunjukkan perubahan lingkungan strategis di mana
Swedia melihat dirinya: bukan hanya mengalami
perubahan ancaman keamanan tapi juga mengalami
perubahan teknologi dan keterampilan yang
diperlukan.

Proses reformasi pertahanan Swedia umumnya
berfokus pada peningkatan efisiensi manajemen
sumber daya manusia sementara melakukan
perampingan.  Diperkirakan Swedia harus mengurangi
personil kekuatan pertahanannya sebesar 25%, atau
sekitar 5.000 personil tetap, yang separuh di antaranya
adalah perwira profesional.58 Alasan-alasan restruk -
turisasi personil ini meliputi kebutuhan untuk dapat
merekrut dan mempertahankan para perwira untuk
sistem pertahanan baru yang disesuaikan dengan
intervensi tersebut.  Hal ini memerlukan kesediaan
para perwira untuk bertugas di luar negeri, yang
umumnya lebih disukai para perwira muda.59

Restrukturisasi ini membuka ruang supaya lebih
banyak wanita untuk menjadi perwira.  Pada bulan

Desember 2006, 19% dari personel Angkatan
Bersenjata Swedia adalah wanita dan 81% pria.60

Namun demikian, hanya 4,5% dari perwira profesional
adalah wanita.61 Walaupun hal ini menunjukkan masih
banyak yang harus dicapai, pada awal proses
reformasi pada tahun 1999, wanita hanya 2,5% dari
total personel angkatan bersenjata.Yang telah
dilakukan adalah pembahasan rencana untuk
merekrut lebih banyak wanita bila perekrutan perwira
dilakukan kembali.62

Kesempatan yang sama dan pengarusutamaan
gender

Pada tahun 2006, enam perwira tinggi dipilih untuk
mengikuti program ‘Pelatih Gender’ tentang
kesempatan yang sama.63 Tujuan program ini adalah
menjadikan para perwira tingkat tinggi peka sehingga
mereka pada gilirannya menyebarkan pengetahuan
mereka ke departemen mereka dan aspek-aspek
kesetaraan kesempatan dapat dipertimbangkan dalam
segala jenis keputusan, alokasi dan operasi.64

Selanjutnya, 240 penasihat pelecehan seksual telah
dilatih, dan semua personil yang baru direkrut
mendapat pelatihan mengenai toleransi nol Angkatan
Bersenjata Swedia untuk program pelecehan
seksual.65 Jumlah laporan pelecehan seksual
berkurang dari 16 pada tahun 2005 menjadi 10 pada
tahun 2006.66

Angkatan Bersenjata Swedia juga telah melakukan
pengarusutamaan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325 ke dalam kegiatan mereka.  Setiap
prajurit yang mengikuti suatu operasi atau misi
menjalani minimal tiga jam pelatihan mengenai
resolusi nomor 1325 dan gender dan sejak tahun 2005
pelatihan gender telah dimasukkan dalam semua
kurikulum sekolah militer dan pada semua tingkat
pendidikan.67

Akses atas kekuasaan membuat keputusan

Kemajuan yang luar biasa telah tercapai oleh para
wanita di Swedia dalam memanfaatkan ruang dalam
perdebatan pertahanan dan keamanan untuk
memperluas peran mereka sebagai pembuat
keputusan keamanan.  Pada tahun 2003, Menteri
Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan kepala Otoritas
Manajemen Krisis semuanya wanita.

!! Kiat dan pelajaran yang didapat

■ Pemaduan gender ke dalam angkatan bersenjata
bukan sekedar mengizinkan wanita untuk
bergabung.  Pelatihan gender dan perubahan
lembaga lainnya harus mendukung usaha ini.

■ Kesetaraan gender harus dipadukan ke dalam
semua aspek pelatihan dan operasi.

■ Akses wanitaatas kekuasaan membuat keputusan
pada tingkat eksekutif sangat penting dan dapat
memberikan kemauan politik yang diperlukan untuk
mendorong  pemaduan gender.
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Pasukan Uni Eropa (EUFOR) Republik Demokratik Kongo
Pada tahun 2006 angkatan bersenjata Swedia ikut mengirimkan pasukan untuk operasi militer Uni Eropa di Republik Demokratik Kongo (EUFOR
Republik Demokratik Kongo), sebuah penugasan yang melibatkan seorang Penasihat Gender untuk Komandan Operasional.  Tujuan utamanya
adalah untuk mewujudkan Resolusi Nomor 1325.  Pada mulanya, tugas Penasihat Gender berfokus pada pelatihan personil angkatan bersenjata
untuk memadukan responsifitas gender ke dalam kegiatan sehari-hari mereka tapi kemudian berubah menjadi kerja sama dengan LSM dan kelompok
wanita setempat untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai tujuan dan kegiatan EUFOR.  Dengan memadukan gender, EUFOR
menemukan bahwa kerja sama dengan kelompok wanita setempat merupakan sumber informasi dan data intelijen penting.  Uni Eropa (EU) menilai
bahwa tugas Penasihat Gender meningkatkan efisiensi operasi dan memutuskan untuk memasukan cara kerja ini dalam misi pemeliharaan
pedamaian yang akan datang.68

Afghanistan 69

Pada tanggal 24 April 2006, hampir 50 wanita Afghanistan duduk mengelilingi sebuah meja.  Mereka adalah para dosen dan mahasiswa dari
Universitas Balkh di Mazar-i-Sharif yang datang untuk bertemu dengan kelompok kekuatan kerja sama pasukan Swedia Tim Pengamat Militer (MOT,
Military Observation Team).  Kelompok kerja sama Swedia tersebut unik dalam dua hal.  Pertama, kelompok tersebut hanya terdiri dari wanita, dan
kedua, mereka tidak memiliki tanggung jawab geografis, berbeda dengan kelompok-kelompok MOT lainnya.  Sebaliknya, bidang tanggung jawab
mereka adalah wanita.

Di Afghanistan, wanita biasanya dipisahkan dari pria di tempat umum.  Untuk satuan militer yang hanya terdiri dari pria, tentu mustahil untuk berbicara
dengan seorang wanita.  Walaupun lebih mudah bagi wanita asing untuk melakukan ini, namun langkah ini tidaklah mudah.  Peran tim MOT adalah
menyampaikan informasi yang mereka peroleh dari para wanita Afghanistan, sehingga lembaga-lembaga politik Afghanistan dan organisasi bantuan
internasional dapat memanfaatkannya.

Kotak 9 Kisah sukses operasional militer Swedia



6Usulan-usulan pokok

1. Jamin agar reformasi pertahanan mempromosikan
kesetaraan gender: Jamin agar reformasi pertahan
mencerminkan karakter demokratis masyarakat dan
mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan
hubungan gender yang setara melalui, misalnya,
perekrutan lebih banyak wanita dan peningkatan
potensi dan kontribusi mereka terhadap kekuatan
pertahanan.

2. Lakukan pengkajian ulang yang menyeluruh:
Gunakan proses pengkajian ulang pertahanan
untuk merumuskan visi demokratis untuk pasukan
keamanan.  Libatkan berbagai pemangku ke pen -
ting an, seperti kelompok-kelompok wanita dan
ke lompok masyarakat lainnya yang menangani isu-
isu gender.

3. Padukan wanita ke dalam kekuatan pertahanan
dan lembaga keamanan: Lakukan secara aktif
perekrutan wanita ke dalam struktur pertahanan dan
pastikan wanita terwakili dalam badan-badan
pembuat keputusan pertahanan.  Tetapkan sasaran,
pantau pemaduan wanita, dan tangani hambatan
terhadap retensi dan kemajuan mereka.

4. Arusutamakan gender dalam kekuatan
pertahanan: Masukkan pelatihan gender pada
semua tingkatan dan untuk semua personil
kekuatan pertahanan.  Akui hak-hak yang setara
dan kebutuhan pria, wanita, lesbian dan gay yang
berbeda, baik di dalam kekuatan pertahanan
maupun di dalam masyarakat yang mereka layani.

5. Cegah dan jatuhi hukuman atas kekerasan
berbasis gender oleh personil kekuatan
pertahanan: Susun kode perilaku yang melarang
diskriminasi seksual, pelecehan seksual, dan
eksploitasi serta penganiayaan seksual.  Jamin
supaya tidak ada impunitas atas tindakan seperti ini.

6. Perkuat pengawasan parlemen atas isu gender
dalam reformasi pertahanan: Parlemen harus
memantau laporan tahunan departemen per -
tahanan dan pengiriman pasukan untuk misi
pemeliharaan perdamaian, dan pastikan terdapat
kebijakan dan mekanisme untuk menciptakan
kesetaraan gender.  Libatkan para wanita dan pria
yang peka terhadap gender dalam komite-komite
tetap parlementer bidang pertahanan.

7. Perkuat pengawasan masyarakat sipil atas isu
gender dalam reformasi pertahanan: Tingkatkan
kemampuan organisasi-organisasi masyarakat sipil,
termasuk kelompok-kelompok wanita dan kelompok
masyarakat lainnya yang menangani isu gender,
untuk melibatkan diri mereka secara penuh arti
dalam debat pertahanan.  Jamin pelibatan mereka
dalam proses reformasi pertahanan.

8. Lakukan analisis  gender atas anggaran per ta -
han an: Tingkatkan kemampuan parlemen dan
ma  syarakat sipil untuk menyelidiki anggaran per ta -
han an dan melakukan penelitian sehingga di ha silkan
penyusunan anggaran gender yang memadai.
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7Sumber daya tambahan

Situs  web yang berguna

Centre for Democracy and Development (Pusat
Demokrasi dan Pembangunan) –

http://www.cddwestafrica.org

DCAF – http://www.dcaf.ch

Bonn International Centre for Conversion (Pusat
Konversi Internasional Bonn) –

http://www.bicc.de

Institute for Security Studies – www.issafrica.org

Siyanda – Mainstreaming Gender Equality
(Pengarusutamaan Kesetaraan Gender) –

http://www.siyanda.org/about.htm

UN-INSTRAW Gender and Security Sector Reform
(Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan) –
http://www.un-instraw.org/en/gps/general/gender-
and-security-sector-reform-3.html

Artikel dan laporan online

Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., Negotiating the
Transition to Democracy and Transforming the
Security Sector: The Vital Contributions of South
African Women [Merundingkan Transisi menuju
Demokrasi dan Mentransformasi Sektor
Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika
Selatan] (Women Waging Peace [Wanita Pejuang
Perdamaian], Washington DC), 2004.
http://www.huntalternatives.org/download/9_negotiati
ng_the_transition_to_democracy_and_reforming_the
_security_sector_the_vital_contributions_of_south_af
rican_women.pdf

Committee on Women in the NATO Forces [Komite
Urusan Wanita dalam Pasukan NATO], CWINF
Guidance for NATO Gender Mainstreaming
[Panduan CWINF untuk Pengarusutamaan
Gender NATO], 2007.
http://www.nato.int/issues/women_nato/cwinf_guidan
ce.pdf

UNIFEM [Dana Pembangunan PBB untuk
Perempuan], Getting it Right, Doing it Right:
Gender and Disarmament, Demobilisation and
Reintegration [Dapatkan dengan Benar, Lakukan
dengan Benar: Gender dan Perlucutan Senjata,
Demobilisasi dan Reintegrasi] 2004.

http://www.womenwarpeace.org/issues/ddr/gettingitri
ght.pdf

UN-INSTRAW, Securing Equality, Engendering
Peace: A Guide to Policy and Planning on
Women, Peace and Security [Menjamin
Kesetaraan, Menimbulkan Perdamaian: Panduan
Kebijakan dan Perencanaan tentang Perempuan,
Perdamaian dan Keamanan] (UN SCR 1325),
2006.  http://www.un-instraw.org/en/index.php?
option=content&task=view&id=1050

UN Peacekeeping Operations Best Practices Unit
[Satuan Praktek yang Baik, Tugas Pemeliharaan
Perdamaian Dunia PBB], Gender Resource
Package for Peacekeeping Operations [Paket
Sumber Daya Gender bagi Tugas Pemeliharaan
Perdamaian Dunia], Juli 2004.
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbpu
/librar y.aspx?ot=2&cat=22&menukey=_7_7
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